
Menimbang a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 22 Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua atas Peratu.an Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Drum 
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanj a 
Negara, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 
2023 ten tang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa tahu n 
2024, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 
tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana 
Desa Tahun 2024, Peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana 
Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BOMBANA, , 

PRIORITAS PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP 
DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN BOMBANA 
TAHUN ANGGARAN 2024 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI BOMBANA 
NOMOR G, TAHUN 2024 

BUPATI BOMBAI\IA 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 
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Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa 

Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 
2024, Bupati mengatur Prioritas Penggunaan dan Penetapan 
Rincian Dana Desa Setiap Desa yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Bombana Tahun 
Anggaran 2024; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Prioritas Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap 
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten 
Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantu Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
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5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827); 

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

1123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6321); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6883); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 611); 
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12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07 /2019 tentang 
Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 
Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan 
Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 530); 

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 
Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 
Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, 
Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052); 

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik 
Nomor 868 Indonesia Tahun 2023); 

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang 
Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 963); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana 
Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2023 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana 
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah .Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bombana Tahun 2023 Nomor 3); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 3); 
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. . .... ... ... 

BABI 
KETENTUAN .UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana, 

-, : .' ' 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana. 
3. Bupati adalah Bupati Bombana. 
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

· selanjutnya [disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang b~rwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DAN 

~ENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA YANG 
~ERSUMBER DARI- ANGGARAN· PEND:A:PATAN DAN· BELANJ r. 
NEGARA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2024. 

' 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

19! Peraturan Bupati Bombana Nomor 48 Tahun 2022 tentang 
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Bombana Tahun 2022 Nomor 48); 

2m Peraturan Bupati .Bombana Nomor 60 Tahun 2018 ten tang 
Pengelolaan Keuangan · Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Bombana Tahun 20-18- Nomor 60} sebagaimana telah .diubah 
dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Bombana Tahun 2020 Nomor 64); 
21!. Peraturan Bupati .Bombana Nomor 29 Tahun 2022 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat da n 
Desa Kabupaten Bornbana (Berita Daerah. Kabupaten Bornbana 
Tahun 2022 Nomor29). 
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hal yang bersifat strategis. 
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 

dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang 'ditetapkan oleh Menteri Dalam 
Negeri. 

12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah 
dan ditetapkan secara Demokratis. 

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM 
Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 
{enam} tahun. 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk 

membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, 

Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan 

Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa. 

6. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan 

warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat 

Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. 

7. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijanjikan oleh Desa, 
mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena 
perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa. 

8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya 
disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan 
permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang 
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyampaikan 
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22.Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan 
disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
dan ditetapkan dengan PeraturanDaerah. 

23.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa 
adalah rencana keuangan.tahunan.Pemerintah Desa. 

oleh kementerian yang bertugas melakukan pendampingan ditingkat Desa, 
Kecamatan, Kabupaten dan-Provinsi, 

14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah 
penjabaran dari RPJM Desa untukjangka waktu 1 (satu) tahun. 

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah, yang selanjutnya 
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang 
disetujui oleh i Dewan Perwakilan Rakyat. 

16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan 
yang .didahulukan .dan. diutamakan. .dari pada pilihan- kegiatan- lainnya- untuk 
dibiayai dengan Dana Desa. 

17. Padat Karya Tonai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, 
khusunya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan 
mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal 
untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, 
dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

18·. Panderni COVIB--19 adalah bencana yang- -disebebkan oleh faktor .nonalam 
yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengancam dan 
mengganggu . kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga 
mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, 
kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia. 

19. Bantuan Langsung Tonai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan 
langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada 
keluarga penerirna manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa 
sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan Perundang­ 
Undangan. 

20. SDGs Desa adalah upaya terpadu pembangunan Desa untuk percepatan 
pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. 

21. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga professional yang direkrut 
I 
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dalam rangka: 
a, peningkatarrkesejahteraan· Masyarakat Desa; 
b. peningkatari kualitas hidup manusia; serta 
c. penanggulangan kemiskinan. 

Pasal 3 

Prioritas Penggunaan Dana Desa : sebagaimana dimaksud . dalam Pasal 2 
! 

ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi masyarakat Desa 
! :: 

(3) Prioritas Pen~gunaan Dana Desa dalam Pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat isebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk 
percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa. 

pemberdayaan masyarakat; 
(2) Prioritas Pen~gunaan Dana Desa dalam Pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat .sebagairnana dimaksud pada .ayat (-1} diatur .dan- diurus oleh 
Desa berdasarkan kewenangan . Desa sesuai dengan ketentuan dalam 
Peraturan Bupati ini; dan 

. ; 

I 

( 1) Penggunaan : Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan 
! 

Pasa1·2 

Permusyawaratan Desa. 
oleh Kepala : Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 

! 

25. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, i pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

' 
pertanggungjawaban. 

26-. Peraturan- Desa .adalah Peraturan Perundang-Undangan. yang .ditetapkan 
; 

; 

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
berhubungan 1dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

I 

24. Keuangan Desa adalah semua hak d~ kewajiban Desa yang dapat dinilai 
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Pasal 5 
(1) Rincian pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 huruf a terdiri a tas: 
a. pencegahan dan penurunan stunting di Desa; 
.b~ perluasan akses layanan kesehatan-sesuaikewenangan Desa; 
c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan 
d. penguat~ ketahanan pangan nabati dan hewani. 

(2) Rincian pembangunan sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas: 
a. pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa; 
b. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan 

kemiskinandan- kawasankumuh; 
c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di 

Desa bagi desa yang belum dialiri listrik; 
d. pembangunan sarana dan prasarana transportasi; 
e. pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi; 
f. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan 

kualitasl sumber daya manusia masyarakat desa; 
g, .pembangunan .sarana dan prasarana dalam· rangka- peningkatan 

keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat Desa; dan 

h. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan 
penanganan bencana alam dan nonalam. 

(3) Rincian pengembangan potensi ekonomi lokal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas: 

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana 
I 

dimaksud dalam Pas al 2 ayat ( 1) dilaksanakan melalui: 
a. pemenuhan kebutuhan dasar; 
.b. .pembangunan. sarana.dan prasarana Desa; 
c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan 
d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 

BAB II 

RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 
Pasal 4 
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sehat dalam rangka optimalisasi masyarakat hidup sehat dalam rangka 
optimalfaasi; dan 

Pasal 7 
(1) Rincian penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat 

hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas: 
a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan Gerakan masyarakat hidup 

sehat dalam rangka peneegahan danpenurunan stunting·diDesa; 
b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup 

sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit 
penanggulangan penyakit menular dan penyakit; 

c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan Gerakan masyarakat hidup 
! 

Prioritas-Penggunaan-Dana Desauntuk pemberdayaari masyarakat sebagaimana 
dimaksud dalamPasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui: 
a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan Gerakan Masyarakat hidup sehat; 
b. penguatan partisipasi Masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan Pembangunan desa; 

c. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan 
masyarakat desa; 

. d, pengembangarr seni budaya.loeal; .dan 
e. penguatan kapasitas Masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan 

bencana alam dan nonalam. 

Pasal 6 

a. pemanfaatan energiterbarukan; 
b. pengelolaan lingkungan Desa; dan 
c. pelestarian sumber daya alam Desa. 

a. pendirian, pengembangan, dan · peningkatan kapasitas pengelolaan 

badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; 

b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh 

badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan 

c. pengernbangan Desa wisata. 

(4) Rincian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara 
bcrkelanjutan sebagaimana .dimaksud .dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas. 
rincian: 
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Pasal 6 hu~f d melalui peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa. 
(5) Rincian penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan 

penanganan bencana alam clan nonalam sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 huruf e terdiri atas: 
a. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan 

menghadapi tanggap darurat bencana alam; dan 
b. penguatan dan· fasilitasi masyarakat Desa .dalam kesiapsiagaan 

masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalarn Pasale huruf c terdiri atas: 
a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan 

masyarakat Desa; 
b. pendiri~n, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan 

badan -qsaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan 
c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh 

badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama. 
-(4)' Rineian pengernbangan seni budaya Iokal .sebagaimana dimaksud dalarn 

; . 

c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; 

d. peningk~tan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa; 

dan 
e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik 

alternatif di Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan 

terbarukan. 
(3) Rincian pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan 

i 

d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup 
sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan 
clan peredaran dan pemberantasan penyalahgunaan clan peredaran 

' masyar~at hidup sehat dalam rangka optimalisasi gelap narkotika dan 

prekursor narkotika. 
(2) Rincian penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, 

pelaksanaara, .dan pengawasan pembangunara .desa sebagaimana .dimaksud 

dalam Pasal: 6 huruf b terdiri atas: 
a. penguatan partisipasi masyarakat clalam rangka perbaikan dan 

konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa; 
b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan 

hewanij : 
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Pasal 9 
(1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a berupa Bantuan 
Langsung Tunai Desa. 

-f2)· Bantuan L~gsung 'Funai Desa sebagaimana dimaksud pada a:ya:t ( 1:) 
diberikan kepada keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga 
miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Desa 
bersangkutan. 

(3) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan berdasarkan kriteria: 
a. kehilangan mata pencaharian; 
b, mempunyai anggota keluarga ya.1,g rentan sakit menahun, sakit kronis, 

dan/ atau penyandang disabilitas; 
c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; 
d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga Tunggal lanjut usia; atau 
e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem. 

a. penanganan kemiskinan ekstrem; 

b. program.ketahanan pangan dan hewani; 

c. program.pencegahan dan penurunan stuntingskala Desa; dan/atau 
d. program: sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM 

Desa/BUM Desa bersama, serta program pengembangan Desa sesuai 

potensi dan karakteristik desa. 
(2)· Fekus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1:)· wajib 

dialokasikan Pemerintah Desa dalam APB Desa tahun 2024. 
(3) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah Desa. 

mendukung: 

BAB III 

FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal 8 

(1) Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk 

menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar 

biasa. 
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Fekus pengguna~ Dana Desa untuk peneegahan dan penurunan stunting,skala 

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilaksanakan 
melalui: 

Pasal 12 

Pasal 11 
(1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani 

i 

sebagaiman~ dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dialokasikan paling 
rendah 20% i (dua puluh persen} dari pagu Dana Desa setiap Desa. 

f2)· Fokus penggunaan DaI1a Desa untuk ketahanan pangan dan hewani 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilaksanakan berdasarkan aspek: 
a. ketersediaan pangan di Desa; 
b. keterjangkauan pangan di Desa; dan 
c. pemanfaatan pangan di Desa, 

Pasal 10 
(1) Bantuan Larigsung Tonai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 

(1) dialokasikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari pagu Dana 
Desa setiap Desa. 

(2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
f 1} ditetapkan sebesar Rp. 300·. 000;00· (tiga ratus ribu rupiah} setiap· bulan. 

(3) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat. 

(4) Pemberian Bantuan Langsung Tonai Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling 
banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus. 

(4) Dalam menentukan keluarga penenma manfaat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), Pemerintah Desa dapat menggunakan data pemerintah 

sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan 

Langsung Tonai Desa. 

(5) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

ayat (3), dan: ayat (4) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan 
.ditetapkan.dengan keputusan .kepala Desa, 
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Pasal 14 
(1) ' Dana Desa untuk dana operasional pemerintah Desa sebagaimana 

dimaksud ~alam Pasal 8 ayat .. (3) dialokasikan paling banyak 3% (tiga 
persen) dari.pagu Dana Desa setiap Desa. 

undangan. 

(4) ,'_ Keputusan -pntuk melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud 
.pada ayat (2) harus terlebih dahulu disepakati dalam Musyawarah Desa 

i 
. -scsuai.dcngan kcbutuhandan .kcwenangan-Dcsa. 

(5) Keputusan [penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
-_ ditetapkan 9alam APB Desa. 

(6) - Penyertaan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud 
: pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

r 

- c. penugas~ Desa kepada BUM Desa/BUM Desa penugasan Desa kepada 
BUM De~a/BUM Desa Bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu. 

' 

' ' 

modal Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama. 
{2)- .Pcnycrtaan modal Dcsa kepada ¥UM- Desadan/atau BUM· Desa bersama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk: 
, . I . , 

a. modal awal pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama; dan/ atau 
b. penambahan modal BUM Desa/BUMDesa bersama. 

(3) · · Penyertaan tnodal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
-, digunakan untuk: 

_ a. pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa 
bersama;' 

i 
· b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; 

' 
dan/atau 

' 

Pasal 13 
(1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk program sektor prioritas di Desa 

I 

melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana 
' 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) 'huruf d dilaksanakan melalui penyertaan 

c. 

a. intervensi spesifik; 
intervensi serisitif; dan 
tata kelola pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan stunting, 

sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa. 

b. 
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(2) Pagu Dana' Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a merupakan anggaran Dana Desa yang diperuntukan 
untuk: 

a. progran;i pemulihan . ekonomi, berupa perlindungan sosial dan 
penang~an kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa; 

b, program ketahanan pangan dan hewani; d-an/atau 
c. program pencegahan dan penurunan stunting. 

a. pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan 

b. pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya. 
' 

BABV 
·PENYALURAN 

Pasal 16 
(1) Besaran pagu Dana Desa terdiri atas:' . 

' . 
' 

BAB IV 

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA 
Pasal is 

Rincian Dana Desa Setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
.dan Belanja Negara di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024 terdapat 
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

a. Koordinasi; 
.b, kegiatan' penanggulangan kerawanan social masyarakat; .dan 
c. kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah 

Desa. 

pelaksanaan tugas Pemerintah Desa. 
(3) .. Penggunaan Dana Desa untuk dana operasional pemerintah Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
' . 

(2) · Dana Desai untuk dana operasional pemerintah Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan untuk mendukung 

i 
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2) 40% (empat puluh persen) dikurangi kebutuhan earmark 1 tahun 
untuk desa mandiri. 

(3) Penyaluran ! Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran 
Bendahara i Umum Negara Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi 
Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran 
dari Bupati seeara Iengkap dan benar, 

(4) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Tahap I berupa: 

1. Per~.turan Desa mengenai APBDes; 
2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan 
3. Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai 

penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa dalarn hal Desa 

b. Tahap II: 
1) 60% (enam puluh persen} dikurangi kebutuhan earmark 1 tahun 

selain desa mandiri: 
; ' 

Pasal 17 

(1) Penyaluran f Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (eannark) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan dalam 2 

(dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang 

ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan 

Juni; 
b. tahap II, !sebesar 40% (em pat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang 

ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan 

April. 
(2) Penyaluran Dana Desa yang tidak. ditentukan penggunaannya (non­ 

eannark) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan 
dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut: 

. a. Tahap I: 
1) 40% (empat puluh persen) dikurangi kebutuhan earmark 1 tahun 

selain desa mandiri; 
2) 60% (enam puluh persen) dikurangi kebutuhan earmark 1 tahun 

untuk desa mandiri. 
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a. perekarr+an pagu anggaran dan realisasi anggaran Dana Desa untuk 
stunting1tahun anggaran 2023 dalam hal Desa menganggarkan program 
pencegahan dan penurunan stunting tahun anggaran 2023; dan 

b. perekaman realisasi jumlah .· keluarga penerima manfaat bulan kesatu 
sampai dengan bulan kedua beias dalam hal Desa menganggarkan BLT 
Desa tahun anggaran 2023. 

(8) Dalam hal Desa tidak menerima penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa 
i ' 

tahun anggaran sebelumnya selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) huruf b, Desa melakukan perekaman realisasi 
jumlah kelparga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan 
yang telah disalurkan. 

f9} Selain persyaratan penyaluran tahap· H sebagaimana dimaksud pada ayat 

' lt perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) termasuk perekaman 

jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa 
menganggarkan BLT Desa; 

2) perek~an anggaran dan realisasi Dana Desa yang ditentukan 
penggunaannya tahun anggaran 2023; dan 

3) penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai 
dengan daftar rineian Desa, melalni Aplikasi OM-SPAN. 

(7) Perekaman , anggaran dan realisasi Dana Desa yang ditentukan 
penggunaarinya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi: 

I 

menganggarkan BLT Desa; dan 
' b. Tahap II berupa: 

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 

tahun anggaran sebelumnya; dan 
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 

tahap I menunjukkan rata- rata realisasi penyerapan paling rendah 
sebesar 60.o/o. (enam puluh. persen]. dan rata-rata capaian keluaran 
menunjukkan paling rendah sebesar keluaran menunjukkan paling 

rendah se besar. 
(5) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b 

diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN. 
(6) Selain persyaratan penyaluran tahap Lsebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

huruf a, Bupati melakukan: 
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tahap I sepanjang telah memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana 
I 

dimaksud i pada ayat (4) huruf a dan perekaman dan penandaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6}. 

I .. 

dengan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya 
; 

menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan 
organisasi i perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemberdayaan masyarakat Desa. 

(13) Kewenangan penandatanganan surat pengantar sebagaimana dimaksud 
! 

pada ayat ( ~2) ditetapkan oleh Bupati. 
(14) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4)· s'rrta surat pengantar sebagaimana dirnaksud pada ayat fl2) 
disampaikan dalam bentuk dokumen digital (soft.copy). 

(15) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap 
' 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan 
I 

angka 2 untuk seluruh Desa, · dan wajib menyampaikan surat kuasa 
dimaksud pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap 

I pertama kali disertai dengan daftar RKD. 
! 

(12) Penyampai~ dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud :pada ayat (4) disampaikan · dengan surat pengantar yang 

ditandatangani paling rendah oleh Kepala Perangkat Daerah yang 
- r 

f B: )· Bupati bertanggungjawab · untuk menerbitkan surat kuasa 
I 

pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a 
' 

; 

langkahiakhir tahun. 
' 

b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah- 

' (4) huruf b, pupati melakukan: 
\ : , 

a. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun 
I 

anggaran 2024 sebanyak bulan atau triwulan yang telah dibayarkan 
! 

kepadakeluarga penerima manfaat dalam hal Desa menganggarkan BLT 
Desa tahun anggaran 2024; dan 

b. penand~an pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai 
dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN. 

! 

(10) Penerimaan] dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dari perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

i 
(6) dan ayat/ (9) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni 2024; 

i 
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Pasal 20 
(1) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 

Pasal 6 dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber 
daya lokal Desa. 

BAB VI 
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal 19 
(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 

Pasal 6- dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa 
penyusunan RKP Desa. 

(2) Hasil Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan 
dalam berita acara. 

(3) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai pedoman um-um pembangunan dan pemberdayaan rnasyarakat 
Desa. 

3-, .darr huruf b, 

(2) Selain penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyampaikan kartu skor Desa 
konvergensi layanan stunting tahun anggaran 2023 yang dapat dihasilkan 
melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan 

transmigrasi kepada Bupati. 
.f 3} Kepala Desa bertanggung jawab- atas- kebenaran dokumen persyaratan 

penyaluran.Dana Des sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 

Pasal 18 
Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran 

I 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Bupati menerima dokumen 
persyaratarr penyaluran dari kepala Desa secara lengkap dan benar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4} huruf a angka 1 dan angka 

I 

(1) 

-19- 



. 
a. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidaai data SDGs Desa; 

. - 

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa. 
. - 

(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} 
disusun berdasarkan: 

; 

Pasal 23 - 

' {4)· Pemerintah; Desa wajib melibatkarr masyarakat dalam penetapan Prioritas 
Penggunaan Dana Desa. 

' 

(2) Partisipasi ! masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan eara: 
I 

a. terlibat i aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan 
Dana Desa; 

I 

b. menyampaikan usulan program dan/ atau kegiatan; 
I . 

c. memastikan Prioritas _ Penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam 
dokumen RKP Desa dan-APB Desa; dan/atau 

I 
i 

d. terlibat ;aktif melakukan sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa. 

Dana Desa.' 

Pasal 22 
(1) - Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan 

i 

oleh badan' kerja sama antar . desa · sesua:1 dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, 

(2) · Kerja sama] antardesa sebagaimana dimaksud pada .ayat. (1) dilaksanakan 
; 

' 

sama antardesa. 
I 

' Dana Desa] yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas 
i 

warga Desai dilakukan melalui swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja 
I 

( 1) 

Pasal 21 

pola Padat ~arya Tunai Desa. 
(4) Pendanaan Padat Karya Tonai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

' 
dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) 
dari dana kegiatan Pad-at Karya Tunai Desa. 

! 

(2) · Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan 
! 

- cara kerja sama sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
l 

(3) · Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diutamakan menggunakan 
I 
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. ·- 

(4) Pelaporan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib 
disampaikap. kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam 
bentuk softcopu berupa foto (jpeg). 

(5). Bagi Kepala Desa yang tidak melaksanakan pelaporan Publikasi APB Desa 
dan Realisasi APB Desa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) maka akan diberikan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan 

i 

Perundang-Undangan. 

. diakses oleh khalayak/umum. 
i 

(2). Publikasi AfB Desa sebagaiman,a dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal 
memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran. 

(3) Publikasi AfB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat 
menggunakan media cetak/ online berupa baliho, selebaran, pamplet, website 

dan lain-lain serta wajib ditempatkan ditempat terbuka, strategis dan dapat 
' 

RPJM Desa, dokumen RKP · Desa, Rineian Prioritas Penggunaan Dana 
Desa, dan dokumen APB Desa. 

! 

Pasal 25 
(1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atas: 

a. basil Musyawarah Desa; dan 
b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen 

j . 

BAB VII· 
PUBLIKASI DAN PELAPORAN 

Bagian Ke Satu 
Publikasi 
Pasal 24 

Pemerintah Des~ wajib mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
terbitung sejak APB Desa ditetapkan. 

: 

d. aspirasi piasyarakat Desa. 
(3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana 

: 

dimaksud.p~da ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa. 

b. rekomendasi basil perbaikan dan konsolidasi data perkembangan desa; 
c. data Iainnya untuk mendukung penyusunan RKP Desa; clan 

' 
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Perangkat Daerah dan/ atau Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang- undangan, 

(3) · Pembinaan ' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 
menggunakan sistem informasi Desa. 

BAB VIII 
PEMBINAAN 

Pasal 28 
(1) Menteri, gubemur, dan Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, 

pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan 
kewenangannya. 

' . 
(2) · Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh 

I 

' oleh Tenaga' Pendamping Profesional. 
(5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu 

(4) Dalam hal : laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat 
. disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Kepala Desa dapat 

menyampaikan laporan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri 
dalam bentuk dokumen fisik. 

I 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 

(satu) bulan terhitung sejak RKP Desa ditetapkan. 
!i 

(2) . Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk 
! 

·· dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh 
Kementerian. 

Bagian Ke Dua 
Pelaporan 
Pasal 27 

( 1) Kepala Desa' menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana 
Desa kepada Menteri, 

I 

yang mudahfdiakses oleh masyarakat Desa. 
(2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara 

swakelola <lap partisipatif. 

Pasal 26 

(1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan diruang publik 
! 
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\~NA 'A 
BERITA': AERAH KABUPATEN BOMBANATAHUN 2024 NOMOR .. ~ 

' 

Diundangkan di Rumbia 
pada tanggal, i, J1t1f'\v.,.. 9-1 2024 

/""'\ SEKRETARIS Df.ERAH KABUPATEN, BOMBANA, 

\\\,v ; 

EDY SUHARMANTO 5 
- 

Pj. BU ATlBO 
2 
3 

!' qv, r KOOR DIN AS I 
·-----··- 

NO PA F · 
I 

Ditetapkan di Rumbia 
pada tanggal, P.~ JA~vAf\ 2024 

4 

. . 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang 
mengetahuinya,i memerintahkan pergundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya: dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana. 

BABX: 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 31 

mengatur ketentuan mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. 
. ' 

Pasal 30 
Pengelolaan keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa 

I 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang 
' . : ' 

BAB IX 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 29 
Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemeriritah Pusat, Prioritas penggunaan 
Dana Desa dilaksanakan oleh Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan 

.Perundang-Undangan. 
i 
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A. SDGs Desai 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya 
disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan Pembangunan 
Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas 
hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan 
kebutuhan: dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, 
pengemba~gan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya 
alam dan i lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan 
berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan 
saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi 
Desa di m~sa depan. 
Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan 
oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan 
untuk me\"flljudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 17 (tujuh belas) tujuan 
untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 17 (tujuh belas) tujuan 
SDGs Desa sebagai berikut: . 
1. Desa tan pa kemiskinan dan kelaparan 

a. SD Gs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan 
b, SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan. 

2. Desa ekonomi tumbuh merata 
a. S,DGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata; 
b. S.DGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan; 

i 
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lpengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) 
i 

3) 

' 
Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan 
stunting melalui: 

. 1) .pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, 
.seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya local 
[bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun dan ibu hamil; 

2) ipenyediaan pemeliharaan, dan pengembangan sarana 
iprasarana air minum dan sanitasi aman; 

a. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa 
I 

A. Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan 
1. pemenuhan kebutuhan dasar: 

I 

I 

RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 
; 

BAB II 

a. SOGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan 
' 

b. SOGs Desa 18: kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa 
adaptif. 

8. Desa tariggap budaya 
! 

' 
SD Gs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa. 

I 

SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas. 

6. Desa ramah perempuan 
I 

SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa. 

7. Desa berjejaring 

4. Desa peduli lingkungan 
a. soqs Desa 7: Desa bereriergi bersih dan terbarukan; 
b. SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim; 
c. soys Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan 
d. SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat. 

5. Desa peduli pendidikan 
' 

sods Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman. 
' 

c. 

sods Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan : . b. 

; 

' 3. Desa peduli kesehatan 
I 

a. sods Desa 3: Desa sehat dan sejahtera; 

d. SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan. 
c. . SOGs Desa 10: Desa tanpa kesenjangan; dan 
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4) pengadaan peralatan kesehatan dasar (timbangan bayi, 
thermometer, dan peralatan kesehatan dasar lain) dan alat 
peraga kesehatan untuk pos pelayanan terpadu; 

5) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas 
! 

Besa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam 
~angka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi bagi 
keluarga sasaran stunting; 

6) konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran stunting; 

7) pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader 
pos pelayanan terpadu, pendidik pada Pendidikan anak usia 
dini yang dimiliki Desa, dan kader Kesehatan lainnya yang 
menjadi kewenangan Desa; dan 

8) kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai 
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah 
Desa. 

b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa: 
1) penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak 

menular: 
a) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien 

penyakit menular; 
b) penyediaan air bersih berskala Desa (mata air, tandon air 

bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor); 

c) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke 
rumah penduduk; 

d) pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan; 
y) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas 

mandi, cuci, kakus (MCK) Desa; 
fj pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi 

(KIE) terkait Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan 
g) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit 

tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan 
Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu 
anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di 
Besa· 

: ' 
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~) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, 
peternakan, dan/atau perikanan terpadu; 

peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika: 
( I 
j 

a) komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pencegahan 
penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur 
masyarakat Desa; 

b) pelaksanaan festival olahraga bersama di Desa dalam 
rangka pencegahan perilaku menyimpang penyalahgunaan 
narkoba; dan 

c) kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan 
dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika 
lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan 
kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 

3) pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan 
Besa: 
~) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan 

pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pos 
kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos 
pembinaan terpadu; 

l?) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, 
bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Desa yang belum 
memiliki akses layanan kesehatan; dan 

c) kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan lainnya yang 
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
Musyawarah Desa. 

c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, berupa: 
1) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, 

peternakan dan/ atau perikanan: 
*) pengadaan bibit atau benih; 

· 1?) pemanfaatan lahan milik warga Desa untuk kebun bibit 
atau benih; 

c) penyediaan pakan untuk petemakan dan/ atau perikanan; 
d) pengembangan pakan temak alternatif; 

I 

' 2) pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 
' 
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ij Pengolahan pupuk organik dan pengolahan hasil 

petemakan; 
g) pemanfaatan lahan pertanian/perkebunan milik warga 

dan/atau Desa yang belum dikelola dengan baik oleh 

masyarakat Desa; 
h) pembangunan dan/atau normalisasijaringan irigasi; 
i) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan 

usaha tani; 
j) pembangunan kolam ikan; 
k) pembenihan ikan .air tawar; 
1) pembangunan kandang komunal; 
m) pembangunan bendungan berskala kecil; 
n) pembangunan atau perbaikan embung; 
o) pengadaan kapal penangkap ikan; 
p) pengadaan tambak garam; 
q) mesin pakan temak; 
r) mesin penetas telur; 
s) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, 

pancing, dan perangkap); 
t) pengadaan pengeringan basil pertanian seperti lantai 

jemur gabah, jagung, dan tempat penjemuran ikan; 
u) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, 

perhutanan, petemakan dan/ atau perikanan; dan 
v) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, 

petemakan dan/ atau perikanan lainnya sesuai 
kewenangan desa dan dipu tuskan dalam sesuai 

fe~enangan desa dan diputuskan dalam. 
2) Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa: 

a) Pembangunan lumbung pangan Desa; 
b) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung 

lumbung pangan desa seperti akses jalan, tembok penahan 
tanah, jaringan air; dan 

c) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan. 
3) Pengolahan pasca panen berupa pengadaan alat teknologi 

tepat guna pengolahan pasca panen. 
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4) Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan 
lestari, hidroponik, a tau bioponik. 

5) Pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik 
Desa/badan usaha milik Desa bersama yang bergerak di 
bidang pangan nabati dan/ atau hewani melalui penyertaan 
modal. 

6) penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin, berupa: 
1) pemberian bantuan langsung tunai; 
2) penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya 

Tunai Desa; atau 
3) Karya Tunai Desa; atau 
bagi masyarakat miskin, lanjut usia, dan penyandang disabilitas 
yang belurn mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat 
dan pemerintah daerah, berupa makanan pokok dan makanan 
bergizi, vitamin, pakaian layak, dan alat bantu penyandang 
disabilitas. 

2. pembangunan sarana dan prasarana Desa. 
a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa. 

Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan 
perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, antara lain: 
1) pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa; 
2) pendataan pada tingkat rukun tetangga; 
3) pendataan pada tingkat keluarga; 
4) pendataan warga pekerja migran; 
5) pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; 
6) pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan 

adat; 
7) pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan 

komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data 
SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa yang 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan meliputi: 
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a) tower untuk jaringan internet; 
b) kompu ter; 
c) smartphone; dan 
d) langganan internet. 

8) pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa lainnya 
yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
Musyawarah Desa. 

b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan 
kemiskinan dan kawasan kumuh, melalui: 
1) Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah 

layak huni dan sehat untuk warga miskin. Bantuan 
sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan 
bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, 
perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. 
Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat 
untuk warga miskin ditentukan dengan kriteria: 
a) bertempat tinggal di wilayah Desa; 
b) diputuskan melalui Musyawarah Desa; 
c) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan 
d) diberikan bantuan maksimal Rpl0.000.000,00 (sepuluh 

juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan. 
e) Diutamakan untuk yang stunting atau rentan sakit 

menahun/kronis seperti tuberkulosis dan penyakit 
menular lainnya. 

2) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan 
mendekatkan akses .layanan dasar yang sesuai kewenangan 
Desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan 
terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini yang 
dimiliki Desa, meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa 
antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai 
kewenangan Desa; 

3) peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha 
mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan 
penyediaan akses pekerjaan; 
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4) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi drainase, gorong­ 
gorong, selokan, parit, box/ slab culvert; 

5) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka 
pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh lainnya sesuai 
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam sesuai 
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam. 

c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan Listrik 
alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik, berupa: 
1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro; 
2) pembangkit listrik tenaga biodiesel; 
3) pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya); 
4) pembangkit listrik tenaga angin; 
5) kincir air; 
6) instalasi biogas; 
7) jaringan distribusi tenaga listrik; 
8) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi penerangan 

lingkungan pemukiman; dan 
9) kegiatan lainnya untuk pembangunan sarana dan prasarana 

pengembangan listrik altematif di Desa yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui 
pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana 

transportasi, antara lain: 
1) perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan Kawasan 

daerah aliran sungai; 
2) tambatan perahu; 
3) dermaga apung; 
4) tambat apung (buoy); 

5) jalan permukiman; 
6) jalan poros Desa; 
7) rabat beton/ pengerasan jalan desa; 
8) jembatan desa; 
9) gorong-gorong; dan 
10) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
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.. ..., 

e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi 

melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana informasi dan komunikasi, antara lain: 
1) jaringan internet untuk warga Desa; 
2) website Desa; 

3) peralatan pengeras suara (loudspeaker); 

4) radio Single Side Band(SSB); 

5) radio komunitas; 
6) penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan 

poster /baliho informasi penetapan/laporan pertanggung 
jawaban APB Desa untuk warga; dan 

7) sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang 
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan 
kualitas sumber daya manusia masyarakat desa: 
1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau 

prasarana perpustakaan desa/taman bacaan 
masyarakat/ sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan 
bahan bacaan lainnya; 

2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau 
prasarana pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, 
termasuk buku, peralatan belajar, alat peraga edukatif dan 
wahana permainan; 

3) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau 
prasarana taman belajar keagamaan; 

4) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau 
prasarana olahraga, keterampilan, adat atau budaya seperti 
taman seni, galeri atau museum desa, cagar budaya, situs 
bersejarah milik desa, peralatan kesenian dan kebudayaan, 
gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif; 

5) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan balai 
pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; 

6) bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini yang 
dimiliki Desa/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, 
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taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat; 
7) peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa 

lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan 
dalam Musyawarah Desa. 

g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan 
keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam Pembangunan 
dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui: 
1) pendataan penduduk rentan seperti anak dengan kebutuhan 

khusus, penyandang disabilitas, kepala rumah tangga 
perempuan, dan penduduk rentan lain sebagai dasar 
pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan Desa dan 
pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif; 

2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas 
ramah penyandang disabilitas; 

3) bantuan operasional penyelenggaraan musyawarah kelompok 
warga miskin, warga penyandang disabilitas, perempuan, dan 
anak; 

4) pembentukan dan pengembangan forum anak Desa sebagai 
pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak di 
Desa; dan 

5) kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara 
menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan 
diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan 
penanganan bencana alam dan nonalam. 
1) mitigasi dan penanganan bencana alam: 

a) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 
pemeliharaan sarana prasarana pencegahan bencana alam 
dan/ atau kejadian luar biasa lainnya: 
- pembuatan terasering; 
- pembangunan talud; 
- rehabilitasi kawasan mangrove; 
- penanaman bakau; 
- reboisasi; 
- rehabilitasi lahan gambut; dan 
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pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana 
alam dan/ atau kejadian luar biasa lainnya: 

pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa; 
- alat pemadam api ringan di Desa; 
- pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana; 
- pembangunan jalan evakuasi; 
- penyediaan penunjuk jalur evakuasi, ram bu, dan papan 

informasi kebencanaan; 
kegiatan tanggap darurat bencana alam; 
pengadaan/penyelenggaraan pos kesiapsiagaan bencana 
skala lokal desa; 
penyediaan tempat pengungsian; 
pembersihan lingkungan perumahan yang terkena 
bencana alam; 
rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan rehabilitasi 
dan rekonstruksi lingkungan; 
pemasangan sirine peringatan dini teknologi sederhana; 
penyediaan kebutuhan dasar seperti tenda, 
permakanan, peralatan dan perlengkapan darurat 
paling lambat 1 x 24 jam bagi masyarakat pada saat 
terjadi bencana; 

- pengadaan peralatan penanggulangan bencana antara 
lain peralatan keselamatan, tenda darurat, perahu 
karet, dan peralatan bencana lain; dan 
sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan 
bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan. 

c) Perubahan iklim atau bencana yang diakibatkan 

perubahan cuaca .. ekstrem: 
pembangunan sumur bor / sumur porn pa dan 

pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan 

dan pengembangan pembangunan, b) pengadaan, 

sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau 
kejadian luar biasa lainnya lainnya sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 
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kebakaran hutan; 
- pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan 

untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah; 
pembuatan kebun holtikultura Bersama; 
pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi 
pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi 

- pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi 

pantai. 
2) mitigasi dan penanganan bencana nonalam: 

bencana nonalam yang muncul akibat epidemik, wabah, atau 
virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan 
masyarakat Desa seperti malaria, demam berdarah dengue, 
kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah 
menjadi epidemik seperti: 
a) menyediakan kebutuhan logistik warga miskin terdampak 

endemik, wabah, atau virus bakteri seperti malaria, 
demam berdarah dengue, kolera, disentri atau penyakit 
menular lainnya yang sudah menjadi epidemik; 

b) melakukan penyemprotan disinfektan berskala local Desa 
untuk pencegahan dan/atau pengasapan ifogging) untuk 
pencegahan malaria serta demam berdarah dengue atau 
penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik; 

c) bencana nonalam yang muncul terhadap hewan dan 
ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks 
seperti : pendataan hewan dan temak rentan sakit seperti: 
penyakit menular mulut dan kuku, antraks dan dukungan 
pembersihan kandang temak; 

d) bencana nonalam yang muncul terhadap tanaman 
produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang; 

e) bencana nonalam yang muncul karena gagal teknologi dan 
gagal modemisasi seperti gagal pengeboran; 

f) penyediaan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi 
(KlE) terkait dengan penanganan bencana nonalam, seperti 
nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon 
am.bulan; dan 
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pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain); dan 
g) pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi 

produk. 
4) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, 

,pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan 
usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama 
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
Musyawarah Desa. 

b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola 

oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama 
meliputi: 

(pembenihan, perikanan produk 

g) mitigasi dan penanganan bencana nonalam lainnya sesuai 
dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui 

musyawarah Desa. 
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal: 

a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan 
badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, 

mencakup: 
1) pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha 

milik Desa bersama; 
2) penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/ atau badan 

usaha milik Desa bersama; dan 
3) pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik 

Desa dan/ atau badan usaha milik Desa bersama yang 
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk 
unggulan Desa dan/ atau produk unggulan kawasan 

perdesaan, antara lain: 
a) pengelolaan hutan desa; 
b) pengelolaan usaha hutan sosial; 
c) pengelolaan hutan adat; 
d) pengelolaan air minum; 
e) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/ atau 

petemakan; 
f) pengembangan 
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1) bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau 
perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan 

pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan 
berkualitas ekspor seperti pembangunan dan pengelolaan 
tempat pelelangan ikan milik Desa, pasar ikan, pembangunan 
dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan, 
pengelolaan padang gembala, mesin penepung ikan, mesin 
penepung ketela pohon, docking kapal (perbengkelan perahu 
dan mesin), alat pengolahan hasil perikanan, pembangunan 
sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak 
goreng kelapa, pembibitan tanaman produktif sekitar hutan 

dan instalasi percontohan; 
2) bidang jasa, usaha industri kecil, dan/ atau industri rumahan 

yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan 
produk unggulan Desa dan/atau perdesaan seperti 
pembangunan dan pengelolaan pasar Desa, kios Desa, mesin 
jahit, peralatan bengkel kendaraan bermotor, pasar Desa, 
pasar sayur, pasar hewan, tempat pemasaran ikan, toko 
online, gudang bararig, mesin packaging kemasan, roaster kopi, 
mesin percetakan, mesin bubut untuk mebeler; 

3) bidang sarana dan prasarana pemasaran, pelayanan logistik di 

desa untuk produk t.inggulan Desa dan/ atau perdesaan; 
4) pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi 

perhutanan sosial; 
5) pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma 

agraria untuk program kesejahteraan masyarakat; 
6) .pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan 

berkelanjutan seperti penggilingan padi, peraut kelapa, 
penepung biji-bijian, pencacah pakan ternak, sangrai kopi, 
pemotong/pengiris buah dan sayuran, pompa air, traktor 
mini, desalinasi air laut dan mesin pembuat es dari air laut 
( slurry ice); 

7) .pembangunan showroom/wisma pamer produk desa untuk 
para pelaku industri desa; dan 

8) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha 
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ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan 

usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama sesuai 

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah 

Desa. 

c. peng~mbangan Desa wisata meliputi: 

1) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan 

sarana dan prasarana Desa wisata seperti pergola, gazebo, 

pondok wisata atau homestay, fasilitas jamban public 
dan/ a tau kios cenderamata, internet, jalan menuju tempat 
wisata, jogging path track wisatawan, perahu penumpang 
untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga 
apung, tam bat apung (buoy), bioskop mini, peralatan 
kesehatan darurat di Desa wisata, panggung hiburan, kios 
warung makan, wahana permainan outbound, wahana 

permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, 
pengelolaan sampah .terpadu bagi rumah tangga dan kawasan 
wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau; 

2) pengembangan investasi desa wisata; 
3) pengembangan kerjasama antardesa wisata; dan 
4) pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 
4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan 

melalui: 
a. pemanfaatan energi terbarukan : 

1) pengolahan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagung, 
kedelai, dan tebu menjadi biofuel; 

2) pengolahan kayu dan limbahnya, seperti kayu bakar, pelet 
kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa; 

3) instalasi pengolahan limbah peternakan untuk energi menjadi 
biogas; 

4) pembuatan bioetanol dari ubi kayu; dan 
5) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel; 

6) pengolahan kotoran manusia dan hewan menjadi biogas/ gas 
alam terbarukan; dan 

7) kegiatan pemanfaatan energi terbarukan lainnya sesuai 
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dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah 
Desa. 

b. pengelolaan lingkungan Desa: 
pengelolaan limbah rumah tanggadan industri ramah lingkungan: 
1) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi tempat 

pembuangan sampah; 
2) pengelolaan air limbah komunal di desa seperti: tangka septik, 

instalasi pengolahan lumpur tinja; 
3) pengelolaan air limbah domestik; 
4) pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan 

melalui bank sampah desa, gerobak sampah, kendaraan 
pengangkut sampah, mesin pengolah sampah; dan 

5) kegiatan pengelolaan limbah rumah tangga dan industri 
ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa 
dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

c. pelestarian sumber daya alam Desa, melalui: 
1) pembibitan pohon langka; 
2) perlindungan terumbu karang; 
3) pembersihan daerah aliran sungai; 
4) pembangunan ruang terbuka hijau; 
5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai); 
6) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek 

;wanatani (agroforestry); dan · 
7) kegiatan pelestarian sumber daya alam Desa lainnya sesuai 

dengan kewenangan -Desa dan diputuskan dalam Musyawarah 
Desa. 

B. Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat 
1. Penyelen~araan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup 

sehat: 
a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat 

hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di 
Desa, berupa: 
1) pelatihan kesehatan ibu dan anak; 
2) .penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan 

.makanan pendamp~g air susu ibu (MPASI); 
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1) komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku 
hidup bersih dan •. sehat, konsumsi gizi seimbang, dan 
pengelolaan sanitasi' yang baik untuk pencegahan penyakit 
menular, seperti influenza, diare, penyakit seksual, HIV/ AIDS, 
tuberkulosis, malaria, demam berdarah dengue, kusta, dan 
penyakit menular lainnya; 

2) komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku 
hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang untuk 
pencegahan penyakit tidak menular, seperti hipertensi, 
diabetes mellitus, gangguan jiwa, dan penyakit tidak menular 
lainnya; 

penyakit tidak menular, seperti: 
I 

3) peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran 
sturi ting; 

4) upaya pencegahan perkawinan dini; 
5) pelatihan pangan yang sehat dan aman; 
6) pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana; 
7) kampanye dan promosi gerakan makan ikan; 
8) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak 

(PMBA), stimulasi tumbuh kembang, Perilaku Hidup Bersih 
dan Sehat (PHBS); 

9) rembuk stunting desa; 
10) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan 

anak usia dini yang dimiliki Desa dan Bina Keluarga Balita 
(BKB); 

11) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, 
kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak 
usia dini yang dimiliki Desa, kader kelompok Bina Keluarga 
Balita Tingkat Desa terkait pertumbuhan dan perkembangan; 

I 

clan 
12) kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai 

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah 
Desa. 

b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat 
hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan 

! 
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hortikultura; dan 
10) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit 

tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa 
dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan Masyarakat 
hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program 
jaminan kesehatan nasional seperti: 
1) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program 

jaminan kesehatan · nasional melalui komunikasi, informasi 
dan edukasi; dan 

2) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. 
Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembayaran premi BPJS 
kesehatan. 

d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat 
hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan 
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor 
Narkotika melalui : 
1) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan 

narkotika; 
2) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya 

narkotika; 

3) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan 
penyalahgunaan narkotika; 

4) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan 

jamu; 
pelatihan pengelolaan air minum; 

' pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk 
i 

8) 

9) 

7) 

3) pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit; 
4) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa; 
5) insentif untuk kader penyakit menular dalam kegiatan 

penemuan kasus, pemantauan pengobatan, tracing kontak; 
6) peningkatan kapasitas kelompok penyintas TBC agar dapat 

terlibat aktif dalam pendampingan pasien TBC agar patuh 
pada pengobatan; 
pembudidayaan obat tradisional Desa dan pengembangan 
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5) 

4) pengembangan dan penguatan jaringan pemasaran produk 
pertanian, perkebunan, perhutanan, petemakan Desa 
darr/atau perikanan Desa dan/atau antarDesa; dan 
kegiatan penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan 
pangan nabati dan hewani lainnya yang sesuai dengan 
; ,. 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

budidaya dan nelayan tangkap; 
! ' 

I 

b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati 
i ' 

dan hewani, seperti: 
1) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, 

I • petemakan, dan/ atau penkanan; 
i . 

2) pelatihan pengelolaan hasil panen; 
3) pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani 

I 

lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan 
I ! 'l ·' 

dalarn Musyawarah Desa. 
! 

2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, 
i dan pengawasan pembangunan desa: 
I : 

a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan 
konsblidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa, 

! 
seperti: 

. I 

1) pelatihan perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa; dan 
' 

2) perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan 
' ! 
perkembangan desa .lainnya sesuai dengan kewenangan Desa 
dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
! 

8) kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan 
dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 
I 

narkotika melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, 
i 

atau brosur / leaflet; 
pengembangan kapasitas masyarakat di kawasan rawan 
i 
~aman terlarang . dan kawasan rawan peredaran dan 
penyalahgunaan narkoba; dan 
i 

7) 

penyalahgunaan narkotika; 
I 

fasilitasi pelatihan bagi relawan anti narkotika; 
I 
penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan 

' 

5) 
6) 
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[kemasyarakatan Desa dan/ atau lembaga adat; 
lembaga 

7) pelatihan bagi kaderDesa tentang pengarusutamaan gender; 
8) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsive 

gender; 
i 

9) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, penyandang 
disabilitas, warga miskin dan masyarakat marginal terhadap 

akses administrasi kependudukan dan catatan sipil; 
10) penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk 

rnembentuk kesalehan sosial di Desa; dan 
11) kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara 

menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan 
diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat 
desa; seperti: 
1) lpembentukan dan pelatihan pengurus 

' 3) fasilitasi penyelenggaraan forum warga dalam penyusunan 
usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, 
warga lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, 
kelompok masyarakat miskin dan kelompok marginal lainnya; 

4) penyuluhan, sosialisasi bidang hukum dan perlindungan 

piasyarakat; 
5) sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang 

pencegahan dan penanganan kekerasan pada Perempuan dan 
anak, serta tindak pidana perdagangan orang; 

6) pelatihan kepemimpinan perempuan; 
' 

c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, seperti: 
1) kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan 

rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan 
masyarakat adat, penghayat kepercayaan, penyandang 
disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok 

rentan lainnya; 
2) penanganan anak tidak sekolah untuk warga miskin seperti 

pelatihan keterampilan, pelatihan seni dan budaya, sosialisasi 

gerakan kembali bersekolah; 
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sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
Musyawarah Desa. 

3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan 
masyarakat Desa: 

! 

a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan 
i 

masyarakat Desa seperti: 
1) pelatihan pengelolaan Desa wisata; 
2) pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan 

bakau; 

3) kursus/pelatihan kerajinan tangan (handycraft) berbahan 
baku lokal seperti sabut kelapa, tempurung kelapa, 
topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun, limbah laut 

I 

mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan yang 
' 

1) pelatihan, pengelolaan, dan pemeliharaan energi baru 
terbarukan; 

2) pelatihan instalasi atau pemasangan jaringan listrik dan 
! 

elektrifikasi; 
3) pelatihan pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas; 
4) pelatihan pembuatan bioetanol dari ubi kayu; 
5) pelatihan pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel; 
6) pelatihan pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan 
7) kegiatan lainnya dalam rangka Penyediaan listrik Desa un tuk 

7) 
8) 

pelatihan digitalisasi; 
kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia warga 
masyarakat desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan 

I i 

diputuskan dalam Musyawarah Desa. 
e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan 

! ' 
listrik altematif di Desa: 

6) 

5) 

i 
pelatihan kepemimpinan; 
Sosialisasi tentang perlindungan pekerja migran: 

i 

pemberdayaan kepada masyarakat Desa termasuk pekerja 
i 
migran Indonesia seperti pelatihan dan advokasi ; 

I 

pelatihan tentang hak-hak perburuhan, kerjasama desa 

dengan perusahaan; ' 
pelatihan bahasa asing; 

2) 

3) 

4) 
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seperti: 

1) ipelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk 
:konservasi dan tambahan pendapatan; 

2) ipeningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi 
.terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; 

! 

Desa/badan usaha milik Desa bersama; 
2) pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan badan usaha 

milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; 
3) pameran hasil usaha badan usaha milik Desa/badan usaha 

milik Desa bersama, usaha ekonomi masyarakat dan/ atau 
koperasi; 

4) bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah 
:tangga; 

5) kerjasama perdagangan antar Desa; 
6) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan 
7) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, 

pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan 
usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama lainnya 
.sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola 
oleh ! badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, 

! 

(kerang, kayu, bakaudan cemara laut); 
4) pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal; 
5) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi 

baik di media daring atau luring; 
6) pelatihan kewirausahaan Desa; 
7) promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan 

berbasis digital; dan 
8) kegiatan Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan 

kewirausahaan masyarakat Desa lainnya sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan 
badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, seperti: 
1) pelatihan manajemen usaha untuk badan usaha milik 
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clan 
13) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha 

ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha 
milik Desa/badan usaha milik Desa lainnya sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
' ' 

4. Pengembangan seni budaya lokal: 
Peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa berupa: 
a. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya; 
b. pelatihan alat musik khas daerah setempat; 

c. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, 
motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai 
tren; 

d. pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan 
keunikan/ke- khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar; 

11) investasi usaha ekonomi melalui kerjasama badan usaha milik 
Desa/ badan usaha milik Desa bersama; 

12) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, 
seperti mesin jahit, , alat ukir, kamera, komputer, mesin 
percetakan, bengkel motor/mobil, mengelas dan membatik; 
' 

i 

tulisan dan visual; 
9) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses 

permodalan baik di bank dan non-bank; 
10) inembentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga 

kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang 
dan zonasi tangkap dan konservasi; 
1 i 

Desa; 
8) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para 

pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui 

3) sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna; 
4) pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan 

perkebunan untuk energi biomassa; 
5) pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pelaku 

industri rumah tangga; 
6) pelatihan manajemen usaha untuk usaha ekonomi rumahan; 
7) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat 

' 
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' 
1) kegiatan sosialisasi pengetahuan dan pemahaman masyarakat 

terhadap bencana; 
2) pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi terhadap bencana; 
3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; 
4) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam; 
5) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana 

~am; 
I 

6) pelatihan pengenalan potensibencana dan mitigasi; dan 

7) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam 
kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam 
lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan 
dalam Musyawarah Desa. 

b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan 
menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar 

· biasa, seperti: 

1) 'pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) 
I 

iterkait bencana nonalam; 

2) jpelatihan dan Sosialisasi pencegahan terhadap penyakit 
i menular mulut dan kuku, antraks pada hewan ternak; dan 

3) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam 
· kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam 

1 atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan 
i 

'Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

' 
menghadapi tanggap darurat bencana alam, seperti: 

I 

f. kegiatan peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa lainnya 
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 

Musyf1warah Desa. 
5. Penguatan'. kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan 

penanganan bencana alam dan nonalam: 
a. Penguatan dan fasilitasi ·· masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan 

penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan 
media'. lainnya) untuk promosi budaya di Desa; dan 

i 

e. pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan 
I 
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wilayahnya tentang informasi sebagai berikut: 
1) pagu indikatif Dana Desa; 

i 
2) prograrrr/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan 

APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan 
3) datajtipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa. 

Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di 

pengguna,an 
l 

berkewajiban 
I 

dimasu~an ke dalam dokumen rancangan ·RKP Desa. 
b. Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait 

b. Evaluasi RKPDes tahun sebelumnya; 
i 

c. Penyusunan prioritas tahun selanjutnya; 
d. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa. Hasil kesepakatan musyawarah 

Desa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam 
dokumen ! berita acara dan menjadi · pedoman pemerintah Desa dalam 
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). 

2. Tahap Ke-2: P:ersiapan Penyusunan Rancangan RKP Desa 
a. Kepala Desa mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa 

berkaitan] dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Sebab, kegiatan- 
' kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa wajib 
i 

' 
tersebut, paling sedikit meliputi: 

i 

a. Pencermatan Ulang RPJMDes; , 
! . . 

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari hal-hal 
strategis di i Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam 
musyawarah Desa. Adapun hal-hal yang dibahas dalam Musyawarah Desa 

, 'rosedur penetapap penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan 
nenganggaran Desa. Dokumen perencanaan dan penganggaran Pembangunan 
, ang meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa disusun berdasarkan hasil 
nembahasan dan ! dan penyepakatan dalam musyawarah Desa. Prioritas 
: >enggunaan Dana Desa adalah bagian dari penyusunan RKP Desa dan APB 
)esa. Prosedur penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai 

nerikut: 
L Tahap Ke-1: Musyawarah Desa - RPJM Desa 

' 

BAB III 
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 
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c. Tim Penyusun RKP Desa sebelum mulai menyusun draft rancangan 

RKP Desa wajib mendalami dan mencermati hal-hal sebagai berikut: 

1) berita.acara musyawarah Desa tentang basil kesepakatan kegiatan­ 

kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa yang 

akan dibiayai Dana Desa; 

2) pagu indikatif Dana Desa; 

3) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan 

APBD. kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau APBN; 

4) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa; dan 

5) tata cara penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang terpadu 

dengan program/kegiatan pembangunan masuk Desa. 

'L Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam 

Penyusunan Rancangan RKP Desa. Berdasarkan basil kesepakatan dalam 

musyawarah Desa yang diadakan untuk membahas penyusunan RKP Desa 

dan juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan 

dalam penyusunan RKP Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun 

RKP Desa menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/ atau 

pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa. Tata cara 

menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam tahapan penyusunan 

RKP Desa . adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan 

pembangunan dan/ atau pemberdayaan masyarakat Desa sebagai basil 

kesepakatan dan/ atau pemberdayaan masyarakat Desa sebagai basil 

kesepakatan:, 

a. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan. 

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar­ 

besarnya : untuk masyarakat Desa dengan memprioritaskan kegiatan 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat 

mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan 

berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat 

Desa. 

Tolak ukur untuk menyatakan bahwa suatu perencanaan kegiatan 

pembangunan dan/ atau pemberdayaan masyarakat Desa bermanfaat 

bagi masyarakat adalah penilaian terhadap Desain rencana kegiatan 

pembangunan dan/ atau pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan 

kecepatan dan kedalaman pencapaian tujuan pembangunan Desa. 
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kegiatan yang tidak berkeberlanjutan. 
e. Prioritas Berdasarkan Prakarsa Inovasi Desa 

' 

dibiayai Dana Desa dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan. 
Prasyarat keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dan/atau 
pemberdayaan masyarakat Desa harus memiliki rencana pengelolaan 
dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. 
Dana Desa diprioritaskan membiayai kegiatan pembangunan dan/atau 

pemberdayaan masyarakat Desa yang berkelanjutan dibandingkan 
' 

i 
sumber daya yang ada di Desa. 

d. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutari 
Tujuan pembangunan Desa akan mudah dicapai apabila kegiatan 
pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan 

i 

sumber daya yang ada di Desa. 
Kegiatan pembangunan dan/ atau pemberdayaan masyarakat Desa yang 

direncanakan untuk diswakelola Desa dengan mendayagunakan 
sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa lebih 
diprioritaskan dibandingkan dengan kegiatan yang diserahkan 
pelaksanaannya kepada pihak ketiga dan/ atau tidak mendayagunakan 

Kepastian : bahwa kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan 
' ' masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa didukung masyarakat 

Desa, dinilai dengan cara sebagai berikut: 
1) kegia1fID yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih 

diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih 
sedikit didukung masyarakat Desa; 

2) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh 
masyarakat Desa dan/ atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa 
bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan 
kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan 

' 
3) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaanya oleh masyarakat 

Desa lebih diutamakan. 
c. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumber Daya 

Desa. Kegiatan pembangunan dan/ atau pemberdayaan masyarakat 
Desa yang dibiayai Dana Desa diarahkan untuk menjadikan Dana Desa 

tetap berputar di Desa. Cara mengelola Dana Desa secara berkelanjutan 
antara lain Dana Desa diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan 

' 
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Desa denganf dibantu Tim Penyusun RKP Desa melampiri daftar kegiatan 
dimaksud dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang 

! ' 

bersumber dari Dana Desa. Daftar kegiatan beserta lampirannya menjadi 
masukan dalam menyusun rancangan RKP Desa. 
Kepala Des'} berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa 
rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan 
dibiayai dengan Dana Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan 

! 

prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan 
I 

disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini. 
Rancangan : RKP Desa selanjutnya .· dibahas dan disepakati dalam 

. musyawarah] perencanaan perribangunan Desa yang diselenggarakan 
Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

' · Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa 

dan/ atau / pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya 
dilakukan' secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus 
memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana 

i 

Desa. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan 
' 

kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses 
masyarakat Desa. 

4. Tahap Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Berdasarkan ! daftar kegiatan pembangunan dan/ atau pemberdayaan 

j 
masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa, Kepala 

i 

Pertukaran pengetahuan atas kegiatan inovasi dari dan antar Desa bisa 
menjadi model pembangunan · dan pemberdayaan yang berkelanjutan. 
u sulan kegiatan pembangunan dan/ atau pemberdayaan masyarakat 

Desa yang inovatif akan diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa agar 
dapat lebih mempercepat tel'WUjudnya tujuan pembangunan Desa, 
peningkatan ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat Desa. 

I : 

f. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan 
I ' 

Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan 
' 

Kebaharuan melalui pengembangan kegiatan pembangunan dan 
pemberda;aan masyarakat Desa yang inovatif difokuskan untuk 
memperd~am dan mempercepat tercapainya tujuan Pembangunan 
Desa yaittt peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan 
kesejahteraan masyarakat Desa dan . penanggulangan kemiskinan. 

' 
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masyarakat Desa; dan 
pemberdayaan dan Desa pembangunan urusan termasuk 2) 

a. Bupati berkewajiban mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang 
APB De~a termasuk rencana penggunaan Dana Desa. Evaluasi 
dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang 
dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut: 
1) termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul 

; 

dan kewenangan lokal berskala Desa; 

masyarakat Desa. 

6. Tahap Reviu Rancangan APB Desa 
i 

kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda 
dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP 

I 

Desa. Dalani hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana 
penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka 

i 

BPD berkewa)iban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas 
dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, 
rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala 
Desa kepada Bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar 

I 

Masyarakat Besa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan 
I 

Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB 
i 

Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati . 
. i 

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB 
! 

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan 
i 

Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban 
mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal 

i 

kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan 
dalam RKP Desa. 

I 

dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar 
I 

peraturan Desa tentang RKP Desa ketika menyusun APB Desa . 
. :·). Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa 

Kepala Desa rnerancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan 
berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai 
kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan 

i 

menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan 
i 

Desa tentang] RKP Desa. Kepala Desa dan BPD wajib mempedomani 
i 
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berpartisipasf dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dengan 
; 

car a: 

7. Partisipasi Masyarakat 

Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam 
penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Masyarakat Desa 

I 

penggunaan Dana Desa, maka kepala Desa mengajukan keberatan 
kepada Bupati melalui camat sesuai ketentuan peraturan 

; 
I 

perurdang-undangan yang berlaku. 
c. · Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa 

tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain. 
t 

dinyatakan Desa menolak ketidaksetujuan Bupati atas rencana 
I 

5) 

4) 

! 

penggunaan Dana Desa sesuai dengan kepentingan umum dan 
perat~ran perundang-undangan yang lebih tinggi; 
BPD dapat menyelenggar~an musyawarah Desa untuk membahas 

! 

dan menyepakati tanggapan Desa terhadap ketidaksetujuan Bupati 
atas rencana penggunaan Dana Desa; 

I 

! . ' 

Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa 
dinyatakan Desa menerima ketidaksetujuan Bupati atas rencana 
pengbnaan Dana Desa, maka dilakukan perubahan rencana 

! 

penggunaan Dana Desa; dan 
I 

6) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa 

ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa; 
masyarakat Desa melalui BPD berhak mengajukan keberatan 

I , 

kepada kepala Desa apabila dapat dibuktikan bahwa rencana 
3) 

2) 

dengan cara-cara sebagai berikut: 
! ! • 

1) Bupati menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran adanya 
ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa; 

! : 

kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa perihal 
I 

3) tidak jtumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten. 

b. Dalam hall hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 
dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan 

I 

kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih 
I 

tinggi, Bupati menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Desa. 
Penyampaian penjelasan tertulis sebagaimanadimaksud, dilakukan 

i 
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i 

barang/ jasa. 
5. Pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas warga desa bertempat 

di desa setempat. 

A... Sakelola 
1. Program dan/ atau kegiatan yang didanai dengan Dana Desa 

diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Desa untuk 
mewujudkan kemandirian Desa; 

2. swakelolal oleh Desa dilakukan dengan mendayagunakan sumber daya 
alam, tela(10logi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa; 

3. Desa dal~ melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat 
melakukap pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan tentang pengadaan barang danjasa di Desa; 

4. Kegiatan pengembangan kapasitas warga Desa yang didanai Dana Desa 
diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa atau 
kerja sama antar Desa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia 

I 

BAB IV 

PELAKSANAAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 
' 

Desa Mandiri dapat menggunakan Dana Desa untuk rehabilitasi atau 
perbaikan ringan kantor Kepala Desa atau balai Desa, dengan ketentuan: 

1) maksimal ll O'zo (sepuluh persen) dari total pagu anggaran; dan 
i 

2) diputuskan melalui musyawarah Desa, dan disertai dengan berita acara 
keputusan musyawarah Desa. 

3) memastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam 
! 

dokumen RKP Desa dan APB Desa; atau 
4) terlibat aktif melakukan sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa. 

3. Penggunaan I?ana Desa di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Penggunaan Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor 
kepala Desa, balai Desa, atau tempat ibadah, kecuali Desa yang berstatus 

' 

1) terlibat 8-k?f dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan 

Dana Desa; 
2) menyampaikan usulan program dan/ atau kegiatan; 

' 

-55- 



serta' dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Desa. 
4. pekerja ,diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, 

perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota 
masyarakat marginal lainnya; 

' 
5. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50o/o (lima puluh persen); 

6. pembayru;an upah kerja diberikan setiap hari; 
7. upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung dengan 

ketentuan sebagai berikut: 
a. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh 

persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan 
pola Padat Karya Tonai Desa; 

b. upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup 
pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk 
bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan 
pembangunan; 

c. jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga 
kerj~ ahli, serta tenaga masyarakat Desa setempat yang ditetapkan 

sebagai sasaran Padat Karya Tunai di Desa sebagaimana dimaksud 

H. Padat Karya Tunai 
1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola 

Padat Karya Tunai Desa; 
2. pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada pembangunan 

sarana pr~sarana di Desa atau pendayagunaan sumber daya alam 

secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat; 
3. pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada prinsip: 

a. inklusif 
melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang 
disabilitas, dan penganut kepercayaan. 

b. efektif: 
kegia1an prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan 
daya • beli masyarakat Desa serta adanya pengelolaan, perawatan, 

dan pelestarian yang berkelanjutan. 
c. swadaya dan swakelola: 

mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk 
sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Desa 

i 
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1bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik 
1 1· 

i .pemasangan atau perawatan keramba bersama; 
' 

1) 

2) 

kecil untuk melakukan produksi; dan 
1 r· 

4) tambahan penyertaan .modal badan usaha milik Desa 
:dan/ a tau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi 
yang menguntungkan di Desa. 

d. Perikanan 
I 
I 

I 

3) badan usaha milik Desa dan/ atau badan usaha milik Desa 
i 
bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha 
' 

pemeliharaan bangunan pasar; 
i : 
padan usaha milik Desa dan/ atau badan usaha milik Desa 
i . 
bersama berperan sebagai agregator untuk membeli komoditas 
i 
Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas; 

1) 
2) 

2) 

Desa dan/ atau badan usaha milik Desa bersama; 
r . 

kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik 
I 
i 

Desa dan/ atau badan usaha milik Desa bersama; dan 
i 

3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi wisata. 
I 

c. perd~gangan logistik pan~an . 
! 

1) kebersihan tempat wisata yang dikelola _ badan usaha milik 
I 

b. wisata Desa 
! 

3) penanaman tumpang san tanaman pokok di lahan 
perkebunan. 
' 

! 

sayuran dan lain-lain; dan 
l 

a. pertanian clan perkebunan untuk ketahanan pangan: 
1) bemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan 

i 
dan perkebunan; 

' 
2) pemanfaatan lahan · kosong milik warga . untuk penanaman 

d. 
pada pain cl; dan 

l 
besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas 

I ; 

atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan 
I 

musyawarah Desa. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah 
I . . 

upah! minimum Provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut 
dalam Peraturan Bupati, atau menggunakan hasil musyawarah 

! ' . 
Desa yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat. 

I 

8. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa meliputi antara lain: 
i 
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papan informasi Desa; 
media elektronik; 
media cetak; 

1. 
2. 
3. 
4. 

baliho· 
' ' 

1. .Pu blikasi 

A. Prioritas Penggunaan Dana Desa dipublikasikan oleh Pemerintah Desa 
kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses 
masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif 
dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa. 

B. Sarana publikasi Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat 
' 

dilakukan melalui: 

BABV 
PUBLIKASI DAN PELAPORAN 

1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau 
badan usaha milik Desa bersama; 

2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik 
Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan 

3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar 
melalui dana Desa. 

; 

3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha 
i 

milik Desa bersama dan petemak dalam pemanfaatan kotoran 
temak untuk pupuk organic. 

f. Industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan 
I . . • 

! 

dan/atau badan usaha milik Desa Bersama. 
e. Peternakan 

1) membersihkan kandang temak milik badan usaha milik Desa 
dan/atau badan usaha milik Desa bersama; 

2) penggemukan temak bersama dengan sistem bagi hasil yang 
dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik 
Desa bersama; dan 

Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan 
3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat 

penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa 
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' menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 

B. Kepala D~sa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan 
Dana Desa kepada Menteri dalam bentuk dokumen digital 
menggun~ sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian. 

C. Laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilengkapi dengan 
dokumen-dokumen sebagai berikut: 
1) Peraturan Desa tentang RKP Desa; dan 
2) Peraturan Desa tentang APB Desa. 

i 

D. Bagi Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat 
menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 

i 
dalam bentuk dokumen digital, dapat melakukan pelaporan dalam 
bentuk fisik dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional. 

E. Tenaga Pendamping Profesional secara berjenjang menyampaikan 
laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui unit 
kerja yang membidangi urusan pendampingan masyarakat Desa dan 

i 

diteruskap. kepada unit kerja yang membidangi urusan Dana Desa. 

Penggunaan Dana Desa. 
,L Pelaporan. 

A. Pelaporan: penetapan Prioritas.Penggunaan Dana Desa dikelola dengan 

5. media sosial; 
6. website Desa; 
7. selebaran (leaflet); 

8. pengeras suara di ruang publik; dan/atau 
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa. 
Contoh desain media publikasi dapat diunduh di situs web 

! 

kemendesa.go.id 
C. Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara 

swakelola oleh pemerintah desa. 
D. Masyarakat berpartisipasi dalam publikasi penetapan Prioritas 

i 
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TIBO PARAF iKOORDINASI 

c. kemendesaPDTT (instagram); 
d. sipemandu.kemendesa.go.id; dan 

I 
i 

e. website http: www.lapor.go.id (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP). 

menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh 
' 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 
3. Pemerintah ~sat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah 

i 
kabupaten mengendalikan penetapan Rincian Prioritas Penggunaan Dana 
Desa secara 

1berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada 

Desa. 
z~. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada 

Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah provinsi, dan 
I 

Pemerintah Pilsat. 
D. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf l . 
Presiden, sebfgai berikut: 
1. Layanan .telepon : 1500040 

2. Layanan SMS Center: 087788990040, 081288990040 
! 

3. Layanan Whatsapp : 087788990040 

4. Layanan i PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

5. Transmigrasi: 
a. @Kerilendesa (twitter); 

! 

b. Kemendesa.I (facebook); 
i 

'\.. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Rincian Prioritas Penggunaan Dana 
Desa dapat dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu . i ;, 

BAB VI 
PEMBINAAN 
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anatara lain: 
a. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 

koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau 
kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan 
hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung 
pelaksanaan tugas Pemerintah Desa; 

b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat 
digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan 
qan penanggulangan • kerawanan sosial yang disebabkan karena 
kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik 
sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat; dan 

c. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk 
I 

rnembiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk 
masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, 
budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, 
q.an pemberian apresiasi kepada orang dan/ atau masyarakat 
yang membantu tugas Pemerintah Desa, diluar kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. 

I. Daftar Kegia,tan Prioritas Bidang Pemerintahan Desa: 
1. Dana ; operasional Pemerintah Desa meliputi biaya koordinasi, 

penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan 
kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas 
Pemerintah Desa yang diberikan setiap bulan. 

2. Dana! operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud poin 1 
I 

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
dapat dipergunakan untuk: 

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA 
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 

DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2024 

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 
SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA DI KABUPATEN 
BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2024 

TAHUN 2024 TENTANG 
PENGGUNAAN DAN 

BOMBANA BUPATI 
LAMPIRAN II 
PERATURAN 
NOMOR ~ 
PRIORITAS 
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1. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
I 

prasarana energi, antara lain: 
I 

a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro; 
b. pernbangkit listrik tenaga diesel; 
c. pembangkit listrik tenaga matahari; 
d. pernbangkit listri tenaga angina; 
e. instalasi biogas; . 
f. j8{ingan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan 

i 

gorong-gorong; 
terminal Desa; dan 

j. 
k. 

1. 

e. 
f. 
g. 
h. 

c. 
d. 

tambatan perahu; 
dermaga apung; 

I tambat apung (buoy); 
jalan pemukiman; 
jalan Desa antara permukiman kewilayah pertanian; 

I 

jalan poros Desa; 
jalan Desa antara permukiman kelokasi wisata; 
jembatan Desa; 

I 

' 

b. 

1. 

1. 

I sumur resapan; 
I 

selokan; 
j. ternpat pembuangan sampah; 
k. gerobak sampah; 

I 
kendaraan pengangkut sampah; 

m. mJsin pengolah sampah; 
! 

n. pembangunan ruang terbuka hijau; 
I o. pembangunan bank sampah Desa; dan 
I 

p. sarana prasarana lingkungan pemukimanlainnya yang 
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 

I 

rrrusyawarah Desa. 
Pengadaan, pembangunan, , pengembangan dan pemeliharaan srana 
prasarana transportasi, antara lain: 

I 

a. pefahu/ ketinting bagi Desa-desa di kepulauan dan kawasan 
DAS· 

; ' 

f. 

2. 

Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembanguna Desa: 
. I 

1. Pengad~an, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain: 

I 

a. Pembangunan dan/ atau perbaikan rumah untuk warga miskin; 
I ' 

b. penerangan lingkungan pemukiman; 
I 

c. pedestrian; 
I 

d. drainase pada kewenangan Desa; 
e. tendon air bersih atau penampung air hujan bersama; 

pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih kerumah 
penduduk; 

g. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan; 
h. 
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g. sarana prasarana energy lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalan musyawarah Desa. 

4. PengadJan, pembangunan, 'pemanfaatan dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain: 
a. jaringan internet untukwarga Desa; 
b. pengadaan jaringan internet berbasis satelit bagi Desa yang tidak 

terjangkau jaringan internet; 
c. pengelolaan sistem informasi keuangan Desa (Siskeudes) 

! 

berbasis online dialokasikan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta 
rupiah]: 

d. website Desa; 
I ' e. peralatan pengeras suara (loudspeaker); 

f. radia single side band (SSB); dan 
g. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan 

ketenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
5. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar, 

antara fain; 
I 

a. Perigadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan 
I I Sarana Prasarana Kesehatan, antara lain; 

1. : air bersih berskala Desa; 
2. ! jambanisasi; 
3. mandi, cuci, kakus (MCK); 
4. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa; 
5. 

1 
balai Pengobatan dan fasilitas pendukuk; 

6. posyandu dan fasilitas pendukung; 
7. poskesdes/polindes dan fasilitas pendukung; 
8. posbindu dan fasilitas pendukung; 
9. tikar pertumbuhan (alat · ukur tinggi badan untuk bayi) 

sebagai media deteksi dini Stunting; 
10) kampanye desa bebas BAB sembarangan (BABS); dan 
11.: sarana dan prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemiliharaan 

sarana Prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: 
1. : taman bacaan masyarakat; 
2. ( bangunan Paud bagi Desa yang belum ada gedung Paud; 
3. ! pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung Paud untuk 

Paud HI (Holistik lntegratif); 
4. · buku dan peralatan belajar Paud lainnya; 
5. . wahana permainan anak di Paud; 
6. taman belajar keagamaan; 
7. , sarana dan prasarana bermain dan kreativitas anak; 
8.' pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa; 
9. 1 bangunan perpustakaan Desa; 
10'. buku/bahan bacaan; 
11 l balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; 
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18; 
19i 
20; 

21. 
22'. 

17! 

141 
15. 
161 

mesin penetas telur; 
gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); 
pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, 
kopi, coklat, dan kopra); 
embung Desa; 
gudang pendingin (Coul Storage); 
sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa 
Air); 
alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, 
pancing, dan perangkap); 
alat bantu penagkapan ikan (rumpon dan lampu); 
keramba jarring apung; 
keranjang ikan; 
alat timbang .dan ukur hasil tangkapan; 
alat produksi es; 

11! 
121 
131 

12. 
1 
gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif; 

13.: film dokumenter; 
14. peralatan kesenian dan kebudayaan; 
15. pembuatan galeri atau museum Desa; 
16. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) 

terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu 
anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di 
Desa; 

1 7. sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah 
yang aman bagi anak; dan 

18. sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya 
yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan 

j dalam musyawarah Desa. 
1. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangandan Pemeliharaan Sarana 

I 

Prasarana usaha ekonomi Desa, antara lain: 
a. - Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan 

Sarana Prasarana Produksi dan pengolahan hasil usaha 
; 

pertanian dan / atau Perikanan untuk ketehanan pangan dan 
usaha pertanian berskala Produktif yang difokuskan kepada 
pernbentukan dan pengembangan Produk unggulan Desa dan / 
atau Produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
1. bendungan berskala kecil; 
2. pem bangunan a tau perbaikan em bung; 
3. irigasi Desa; 
4. percetakan .lahan pertanian; 
5. kolam ikan; 
6. kapal penangkap ikan; 
7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan; 
8. tambak garam; 
9. kandang ternak; 
10 ! mes in pakan ternak; 
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23. gudang Desa (penyimpanan komunitas perkebunan dan 
perikanan); 

24. i tempat penjemuran ikan; dan 
25. i sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil 

i pertanian liannya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 
I diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

b. Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan 
Sarana dan Prasarana Jasa serta usaha Industri kecil dan/ atau 

I 

Industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan Produk unggulan Desa dan / atau Produk 
unggulan Kawasan perdesaan, antara lain: 
1. mesin jahit; 
2. 1 peralatan bengkel kendaraan bermotor; 
3. mesin penepung ikan; 
4. mes in penepung ketela pohon; 
5. mesin bubut untuk mebeler; 
6. mesin packaging kemasan; 
7. roaster kopi; 
8. mesin percetakan; 
9. alat pengolahan hasil perikanan; 
10. docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan 
11. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/ 

atau industry rumahan lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

c. Pe:pgadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan pemeliharaan 
sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada 
pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan 

I 

/ atau produk unggulan kawasan perdesaan antara lain: 
1. pasar Desa; 
2. pasar sayur; 
3. pasar hewan; 
4. tempat pelelangan ikan; 
5. took online; 
6. gudang barang; 
7. tempat pemasaran ikan; dan 
8. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai 

dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa 

d. Pengadaan, pembangunan, · pemanfaatan dan pemeliharaan 
sarana clan prasarana Desa Wisata, antara lain: 
1. • Ruang ganti dan /atau toilet; 
2. Pergola; 
3. Gazebo; 
4. Lampu taman; 
5. Pagar pembatas; 
6. Pondok wisata (Homestay); 
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7. Panggung kesenian/pertunjukan; 
8. , Kios cendera mata; 
9. Pusatjajanan kuliner; 
10. Tempat ibadah; 
11. Menara pandang (viewing deck) 
12. Gapura identitas; 
13. W ahana permainan anak; 
14. Wahana permainan outbound; 
15. Taman rekreasi; 
16. Tempat penjualan tiket; 
17 .. Angkutan Wisata; 
18.· Tracking wisata mangrove; 
19. Peralatan wisata snorkeling dan diving; 
20.i Papan interpretasi; 
2 L Sarana Dan Prasarana kebersihan 
22_: Pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual); 
23.: Internet corner; dan 
24. Saran dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai 

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa 

e. Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan 
Sarana dan Prasarana Teknologi Tetap Guna (TTG) untuk 
kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan Desa dan/atau pruduk 
unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
1. · Penggilingan padi; 
2. Peraut kelapa; 
3. Penepung biji-bijian; 
4. Pencacah pakan ternak; 
5. Mesin sangria kopi; 
6. Pemotong/pengiris buah dan sayuran; 
7. Pompa air; 
8. Traktor mini; 
9. , Desalinasi air laut; 
10! Pengolahan limbah sampah; 
11. Kolam budidaya; 
12; Mesin pembuat es dari air laut (slurry ice); dan 
13. Sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
f. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan 

sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara 
lain: 
1. Pembuatan terasering; 
2. Kolam untuk mata air; 
3. Plesengan sungai; 
4. Pecegahan kebakaran hutan; 
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5. Pencegahan abrasi pantai; 
6. Pembangunan talud; 
7. Papan informasi lingkungan hid up; 
8. Pemulihan stock ikan (restocking) lokal; 
9. Rehabilitasi kawasan mangrove; 
1 Penanaman Bakau; dan 

Sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup 
lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 
diputuskan dalam musyawarah Desa. 

1 I. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 
1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar 

a. Pengelolaan Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara 
I 

lain: 
3. Pelatihan pengelolaan air minum; 
4. Pelayanan kesehatan lingkungan; 
5. Bantuan insentif untuk kader posyandu dialokasikan paling 

tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus 
ribu rupiah); 

6. Bantuan insentif untuk kader pembangunan manusia (KPM) 
dialokasikan paling rendah per-bulan per-orang sebesar Rp. 
500.000,- (lima ratus ribu rupiah); 

7. Bantuan insentif untuk Kader Kesehatan (Perawat Desa) 
dialokasikan paling rendah per-bulan per-orang sebesar Rp. 
1.000.000,- (satu juta rupiah); 

8. Bantuan insentif. untuk Kader Bina Keluarga Balita 
dialokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 
150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); 

9. i Bantuan insentif untuk Kader Kesehatan lainnya 
dialokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 

: 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); 
1 Ot Alat ban tu penyandang disabilitas; 
11. Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah 

I terhadap anak penyandang disabilitas; 
! 

121• Sosialisasi/pelatihan penanganan dan pencegahan stunting; 
13l Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat 

untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah; 
14:. Kampanye dan promosi hak-hak anak, keterampilan 

pengasuhan anak dan perlindungan anak serta pecegahan 
perkawinan anak; 

151• Kampanye dan promosi gerakan makan ikan; 
16. Sosialisasi gerakan aman pangan; 
17. Praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak 

(PMDA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS dan Lain-lain 
dilayanan kesehatan dan sosial dasar Desa posyandu, BKB, 
PKK dan Lain-lain; 

18. Pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan; 

-67- 



19.i Pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan Produk 
i hotikultura; 

20.! Perawatan kesehatan dan/atau pemdampingan untuk hidup 
hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat 
anak dan lansia; 

21 Penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes); 
22 Pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas dan 

kunjungan neonatal; 
23.! Pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi 

perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll; 
24.1 Sosialisasi dan kampanye imunisasi; 

I 

251 Kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat 
(PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperi diare, 

, penyakit menular, penyakit seksual, HIV-AIDS tuberculosis, 
I hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa; 

26; Sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan 
reproduksi di tingkat Desa; 

27. Kampanye kependudukan, keluarga berencana dan 
pembangunan keluarga; 

28: Pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok usaha 
peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS); 

29[ Peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan 
pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era 
Digitalisasi; 

30l Pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang 
disibilitas; 

31. Pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizr, 
kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, 
pola konsumsi dan lainnya; 

32. Pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam 
mernber ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, 
stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai 
sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan; 

33. Pelatihan kades kependudukan, keluarga berencana, dan 
pembangunan keluarga; 

34;. Pelatihan hak-hak anak, keterampilan pengasuahan anak 
dan perlindungan anak; 

35. Pelatihan kader keamanan pangan Desa; 
36. Sosialisasi keanaman pangan kepada masyarakat dan 

pelaku usaha pangan; 
37. Penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor 

dalam penangkapan ikan; dan 
38. Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa 

lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan 
diputuskan dalam musyawarah Desa. 
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b. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan 
antara lain: 
1. i Bantuan insentif guru/ Pembina PAUD / TK/ TPA/ TKA/ 

I TPQ/ guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak 
! dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) di 
' alokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp . 
. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah); 

2. · Penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara 
i holistik integrative (PAUD HI); 

3. Penyelenggaraan kelas pengasuhan/ parenting bagi orang 
tua anak usia 0-2 tahun; 

4. Pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi 
pencegahan stunting di Desa; 

5. Pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM) 
dialokasikan paling tinggi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu 
juta lima ratus ribu rupiah); 

6. Penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader 
Pembangunan Desa; 

7. Pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan 
kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja; 

8. Pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya; 
9. Bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, 

olahraga, dan pendidikan nonformal lainnya; 
10. Pelatihan pembuatan film dokumenter, jumalis, pembuatan 

dan penggunaan media, blog dan internet (film, foto, tulisan, 
plog, dan media lainnya); 

11. Pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak; 
121 pelatihan dan KIY tentang pencegahan dan penanganan 

kekeran pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana 
perclagangan orang; 

131 bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) 
bagi warga miskin; 

141 pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak 
diterima disatuan pendidikan bagi warga miskin; 

15. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari 
keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan 
menegah; 

16l pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak 
berkebutuhan khusus; 

17 l penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan 
parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah; 

18 pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan wama 
alarn, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan 
sendiri dan/ atau sesuai tren; 

19 pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan 
keunikan/kekhasan Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar; 
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20. j pelatihan alat music khas Daerah setempat atau modem; 
21. / pela1ihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa 

! kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, computer, 
! mesin percetakan; 

22.I pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi 
I baik di media ~nlin~ atau ofline; 

23.I pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat 
! Desa; 

24.j pelatihan cara konservasi produk/kruya kreatif bagi para 
/ pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui 

tulisan dan visual; · 
25.i pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam 

I 
mengakses permodalan baik di bank dan non bank; 

26.i penclidikan keterampilan non formal berbasis potensi Desa; 
27.i pendidikan/pelatihan konserfasi sumberdaya pesisir; dan 
28.i kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya 

j yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan 
i dalam musyawarah Desa. 

2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan tekhnis 
dan sumber daya local yang .tersedia. 
a. Pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain: 

1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga; 
2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan 
3. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai 

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

b. Pengelolaan transportasi Desa, antara lain: 
1. pengelolaan terminal Desa; 
2. pengelolaan tambatan perahu; dan 
3. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
c. Pe1;'lgembangan energy terbarukan, antara lain: 

1. i pengolahan limbah petemakan untuk energy biogas; 
2. I pembuatan bioythanol dari ubi kayu; 
3. / pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel; 
4. i pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; 
5. : pengelolaan energy tenaga matahari; 
6. i pelatihan pemanfaatan energy tenaga matahari; dan 
7. ' pengembangan energy terbarukab lainnya yang sesuai 

dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

d. Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain: 
1. i sistem informasi Desa; 
2. i website Desa; 
3. , radio komunitas; 
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4. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan 
ikan; dan 

5. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai 
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 

. musyawarah Desa. 
3. Pengelolaan usaha ekonomi • produktif serta pengelolaan sarana dan 

prasarana ekonomi. 
a. Pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk 

ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada 
pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa 
dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
1. ' perbenihan tanaman pangan; 
2. · pembibitan tanaman keras; 
3. pengadaan pupuk; 
4. pembenihan ikan iar tawar; 
5. pengelolaan usaha hutan Desa; 
6. pengelolaan usaha hutan sosial; 
7. pengadaan bibit/indik temak; 
8. inseminasi buatan; 
9. pengadaan pakan temak; 
10. tepung tapioca; 
11. kerupuk; 
12. keripikjamur; 
13.1 keripikjagung; 
14. ikan asin; 
15. abon sapi; 
16. susu sapi; 
17.t kopi; 
18J coklat; 
19J karet; 
20. olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan 

asin, ikan rebus dan ikan abon); 
21. olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, 

kosmetik, karagenan dan lain-lain); 
22; olahan mangrofe (bolu, tinta batik, keripik, permen dan lain- 

lain); 
23; pelatihan pembibitan mangrofe dan vegetasi pantai; 
24. pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut; 
25. pengelolaan hutan mangrufe dan vegetasi pantai (hutan 

I 

cemara laut); dan 
26'. pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya 

yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
, musyawarah Desa. 

b. Pengelolaan usaha jasa dan industry kecil yang difokuskan 
kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa 
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
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1. keubelair kayu dan rotan; 
2. alat-alat rumah tangga; 
3. pakaian jadi/konfeksi kerajinan tangan; 
4. kain tenun; 
5. kain batik; 
6. bengkel kendaraan bermotor: 
7. pedagang dipasar; 
8. pedagang pengepul; 
9. pelatihan pengelolaan docking kapal; 
10.! pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap; 
11.\ pelatihan pemasaran perikanan; dan 
12.i pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai 

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

c. Peri.dirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa 
bersama, antara lain: 
1. pendirian BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama; 
2. 

1 
penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; 

3. penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa 
bersama; 

4. pelatihan pengurus BUM Desa paling tinggi sebesar Rp. 
3.500.000,00 (tigajuta lima ratus ribu rupiah); dan 

5. i kegiatan pengembangan BUM Desa dan/ atau BUM Desa 
i 

bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 
dipu tuskan dalam musyawarah Desa. 

d. Pengembangan usaha BUM Des dan/ atau BUM Desa bersama 
yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan 
produk unggulan Desa dan/ atau produk unggulan kawasan 
perdesaan, antara lain: 
1. : pengelolaan hutan Desa; 
2. pengelolaan hutanadat; 
3. pengelolaan air minum; 
4. pengelolaan pariwisata Desa; 
5. pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman dan 

perebusan); 
6. pengelolaan wisata hutan mangrufe (tracking, jelajah 

mangrife dan wisata edukasi); 
7. pelatihan sentra pembenihan mangrufe dan vegetasi pantai; 
8. pelatihan pembenihan ikan; 
9. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk 

, perikanan;dan 
10. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan 

Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
e. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat 

yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan 
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perdesaan, antara lain: 
' 1. hutan kemasyarakatan; 

2. hutan tanaman rakyat; 
3. kemitraan kehutanan; 
4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat; 
5. pembentukan dan pengembangan industry kecil dan/atau 

industry rumahan; 
6. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk 

usaha ekonomi masyarakat; dan 
7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya 

yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan 
dalam musyawarah Desa. 

f. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi yang 
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk 
unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, 
antara lain: 
1. sosialisasi TIG; 
2. pos pelayanan teknologi Desa (Posiante Des); 
3. percontohan TIG untuk: 

a. produksi pertanian; 
b. pengembangan sumber energy perdesaan; 
c. pengembangan sarana transportasi; 
d. pengembangan sarana komunikasi; dan 
e. pengembangan jasa dan industry kecil. 

4. sosialisasi sistem informasi pencatatan hasil tangkapan 
ikan; 

5. sosialisasi sis tern informasi cuaca dan iklim; dan 
6. pengembangan dan pemanfaatan TIG lainnya yang sesuai 

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

g. Pengelolaan pemasaranan hasil produksi usaha BUM Desa dan 
I 

usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan 
dab pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk 
unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
1. i penyediaan informasi harga/ pasar; 
2. i pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi 

masyarakat; 
3. kerjasama perdagangan antar Desa; 
4. kerja sama perdagangan dengan pihak ke tiga; dan 
5. pengelolaan pemasran lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
4. Penguatan clan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiap siagaan 

menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa 
lainnya yang meliputi: 
a. penyediaan layanan informasi tentang bencana; 

produk unggulan Desa dan/ atau produk unggulan kawasan 
: 
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b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; 
I 

c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; 
d. pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan 
e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai 

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 

5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain: 
a. pembibitan pohon langkah; 
b. reboisasi; 
c. rehabilitasi lahan gambut; 
d. pembersihan daerah aliran sungai; 
e. pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai); 
f. pemeliharaan hutan bakau; 
g. pelatihan rehabilitasi mangrufe; 

I 

h. pelatihan rehabilitasi terumbuk karang; 
1. pelatihan pengolahan limbah; dan 
J. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 

diputuskan dalam musyawarah Desa. 
6. Pemberpayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa 

yang demokratis dan berkeadilan social: 
a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan 

pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelolah oleh 
Desa, antara lain: 
1. pengembangan sistem informasi Desa (SID); 
2. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa 

sehat dan/ atau balai rakyat; 
3. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai 

rakyar; dan 
4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa 

yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 
b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa 

secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya 
manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain: 
1. : penyusunan arah pengembangan Desa; 
2. · penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan 

Desa yang berkelanjutan; 
3. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa; 
4. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan; 
5. peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan 

perikanan;dan 
6. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang 

diputuskan dalam musyawarah Desa. 
c. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan 

prioritas, potensi dan nilai kearifan local, antara lain: 
1. ' pendataan potenasi dan asset Desa; 
2. penyusunan profil Desa/ data Desa; 

-74- 



3. i penyusunan peta asset Desa; 
4. i penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem 

! perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi 
l kemiskinan terpadu; 

5. I dukungan penetapan IDM; 
6. I penyusunan peta Desa rawan bencana; dan 
7. ; kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang 

diputuskan dalam musyawarah Desa. 
d. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada 

kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, 
dan kelompok marginal, antara lain: 
1. sosialisasi penggunaan Dana Desa; 
2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, 

warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; 
3. pembentukan dan pengembangan forum anak Desa sebagai 

pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak­ 
anak di Desa; 

4. 1 rembuk stunting Desa; 
5. rembuk anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbang 

Desa; 
6. pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari 

MUSRENBANG Desa; 
7. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga 

disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; 
8. i sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok 

masyarakat dan keluarga; 
9. · pelatihan bagi kader Desa tentang gender; 
101 pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan 

kebutuhan khusu, kepala rumah tangga perempuan dan 
sebagainnya} sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang 
bersifat afirmasi; 

11: pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsiv 
gender bagi vasilitator Desa; dan 

121 kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang 
. diputuskan dalam musyawarah Desa. 

e. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam 
: . 

pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 
De~a, antara lain: 

i 
1. : pengembangan sistem administrasi keuangan dan asset 

Desa berbasis data digital; 
2. i pengembangan laporan keuangan dan asset Desa yang 

' 
terbuka untuk publik; 

3. pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis 
masyarakat; .dan 

4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang 
diputuskan dalam musyarah Desa. 
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f. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan 
Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain: 
1. ! penyebarluasan informasi kepada masyarakat desa perihal 

: hal-hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah 
Desa; 

2. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan 
3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang 

. dipuruskan dalam musyawarah Desa. 
g. Melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui 

pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat 
Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain: 
1. pelatihan kader / pendamping forum anak (atau kelompok 

anak lainnya) terkait hak anak, keterampilan menfasilitasi 
anak, dan peng organisasian; 

2. pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar 
Desa, asset Desa, peng organisasian, jurnalis warga dan isu 
anak lainnya; 

3. adfokasi penyuluhan hak anak, perempuan, difaber warga 
miskin dan masyarakat marginal terhadap akses 
adrninistrasi kependudukan dan catatan sipil; 

4. peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya 
ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan,; 

I dan 
5. kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang 

sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

h. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber 
daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan 
kesejahteraan ekonomi Desa yang difokuskan kepada 
pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa 
dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 

I 

1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industry 
kecil dan perdagangan; 

2. pelatihan industry rumahan; 
3. pelatihan teknologi tepat guna; 
4. pelatuhan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa 

sesuai kondisi Desa; 
5. pelatihan pemandu wisata; 
6. interprestasi wisata; 
7. pelatihan bahasa asing; 
8. pelatihan digitalisasi; 
9. pelatihan pengelolaan Desa wisata; 
10. pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar 

wisata/ pokdarwis; 
11. pelatihan penangkapan ikan diatas kapal; 
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NO UNIT/SATUAN KERJA PA AF 
1 

EDY SUHARMANTO 

Pt\R AF KOO RD INASI 

I 

6. i 

5. 

12.i pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah 
I lingkungan 
i 

13.i pelatihan pengemasan ikan/produk ikan; 
14.: pelatihan tekhnik pemasaran online 
15.j pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan 
16.! kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung 

pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa 
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaaan yang sesuai 
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 

1 
musyawarah Desa «, 

1. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan 
pernerintahan Desa d~ pembangunan Desa yang dilakukan 
secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain: 
1. pemantauan berbasis komunitas; 
2. audit berbasis komunitas; 
3. pengembangan unit pengaduan di Desa; 
4. pengembangan bantuan hukum dan para legal Desa untuk 

penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa; 
pengembangan kapasitas para legal Desa; 
penyelenggaraan musyarawah Desa untuk 
pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan 
Desa; dan kegiat~ lainnya · yang sesuai dengan kewenangan 
Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
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(dalam ribuan nmiaf: 

ALO KASI ALO KASI ALO KASI ALO KASI NO KODE NAMA DESA DASAR FORMUL AFIRMASI KINERJA TOTAL 
A 

(II (21 (31 (41 (51 (61 (7) (8=4+5+6+71 

1. 7406012009 Pokohrumba 607.490 290.472 - - 897.962 
2. 7406012011 Pallimae 544.646 189.152 - - 733.798 
3. 7406012018 Salosa 544.646 243.283 - - 787.929 
4. 7406012019 Matiro W alie 544.646 166.703 - - 711.349 
5. 7406022003 Teppoe 607.490 208.538 - - 816.028 
6. 7406022004 Biru 607.490 385.939 - - 993.429 
7. 7406022010 Mambo 544.646 210.315 - - 754.961 
8. 7406032001 Rau Rau 544.646 167.045 - - 711.691 
9. 7406032008 Lad um pi 544.646 162.864 - 204.600 912.110 
10. 7406032009 Rarowatu 481.802 153.392 - 204.600 839.794 
11. 7406032011 Lakomea 544.646 194.443 - - 739.089 
12. 7406032012 Parigkuri 544.646 185.532 - - 730.178 
13. 7406032013 Lampeantani 544.646 174.394 - - 719.040 
14. 7406032014 Watu Kalangkari 544.646 159.240 - - 703.886 
15. 7406032015 Talii Ite 544.646 184.596 - - 729.242 
16. 7406042001 Laritawonua 544.646 178.299 - 204.600 927.545 
17. 7406052010. Rahadopi 544.646 187.319 - - 731.965 
18. 7406052011 Tirongkotua 544 .. 646 208.770 - - 753.416 
19. 7406062005 Wurnbuburo 544.646 158.186 - - 702.832 
20. 7406062006 Balo 544.646 166.744 - - 711.390 
21. 7406062007 Toli-Toli 544.646 144.757 - - 689.403 
22. 7406062008 Tapuhaka 544.646 281.087 - - 825.733 
23. 7406062011 Bungi-Bungi 544.646 197.409 - - 742.055 
24. 7406072001 Babamolingku 544.646 219.292 - 204.600 968.538 
25. 7406072002 Toari Bombana 544.646 214.908 - - 759.554 
26. 7406072003 Timbala 544.646 283.624 - - 828.270 
27. 7406072004 Ranokomea 544.646 296.615 - - 841.261 
28. 7406072005 Rakadua 670.334 194.972 - 204.600 1.069.906 
29. 7406072006 Lameong-Meong 544.646 150.522 - - 695.168 
30. 7406072007 Pabiring 544.646 163.901 - - 708.547 
31. 7406072008 Balasari 544.646 272.490 - - 817.136 
32. 7406072009 Bulumanai 544.646 241.898 - - 786.544 
33. 7406072010 Matabundu 544.646 224.418 - - 769.064 
34. 7406072011 Anal ere 544.646 250.260 - - 794.906 
35. 7406082001 IPomontoro 481.802 183.542 - 204.600 869.944 
36. 7406082002 ILiano 544.646 207.674 - - 752.320 
37. 7406082003 Pulau Tambako 607.490 305.186 - - 912.676 
38. 7406092004 Lora 607.490 282.138 - 204.600 1.094.228 
39. 7406082005 tfoli-Toli 544.646 134.526 - - 679.172 
40. 7406082006 tfajuncu 481.802 210.199 - - 692.001 
41. 7406082007 Ma war 544.646 183.922 - - 728.568 
42. 7406082008 Laloa 544.646 241.295 - - 785.941 
43. 7406082009 Batu Sempe Indah 481.802 126.483 - - 608.28!: 
44. 7406082010 Hambawa 481.802 166.823 - - 648.62!: 
45. 7406082011 Puu Waeya 481.802 248.756 - - 730.55E 
46. 7406092001 Wumbubangka 544.646 172.334 - 204.600 921.580 
47. 7406092002 Hukaea 544.646 151.137 - - 695.782 
48. 7406092003 Lantowua 544.646 91.935 - - 636.58] 

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI APBN 
TAHUN ANGGARAN 2024 

LAMPIRAN III 
PERATURAN BUPATI BOMBANA 
NOMOR ~ TAHUN 2024 TENTANG 
PRIORITAS PENGGUNAAN DAN 
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 
SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARJ 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA DI KABUPATEN 
BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2024 



. (dalam ribuan ruviah! 
i ALO KASI 

NO KODE NAMADESA ALO KASI FORMUL ALO KASI ALO KASI TOTAL DASAR A AFIRMASI KINERJA 
(IJ (21 (31 (4} (51 (61 m (8=4+5+6+71 

49. 7406092004 Tembe 544.646 139.657 - - 684.303 
50. 7406092005 Watu Mentade 544.646 98.892 - 204.600 848.138 
51. r1406092006 MargaJaya 607.490 116.264 - 204.600 928.354 
52. 7406092007 TunasBaru 544.646 151.909 - - 696.555 
53. 7406102001 Tampabulu 607.490 362.579 - - 970.069 
54. 7406102002 Tanah Poleang 607.490 205.531 - 204.600 1.017.621 
55. 7406102003 Karya Baru 544.646 161.979 - - 706.625 
56. 7406102004 Toburi 607.490 260.527 - 204.600 1.072.617 
57. 7406102005 RompuRompu 607.490 248.296 - - 855.786 
58. r7 406102006 Pusuea 544.646 223.204 - - 767.850 
59. 7406102007 Lawatuea 544.646 159.321 - - r703.967 
60. 7406102008 IWambarema 544.646 157.884 - - 702.530 
61. 7406112001 Batu Putih 544.646 158.575 - - 703.221 
62. 7406112002 IWaemputang 607.490 242.548 - - 850.038 
63. 7406112003 IKalibaru 544.646 167.506 - - 712.152 
64. 7406112004 Akadpong 544.646 149.158 - - 693.804 
65. r7406112005 ILaea 607.490 255.917 - - 863.407 
66. 7406122001 iLarete 544.646 199.124 - 204.600 948.370 
67. 7406122002 Lerno 544.646 152.739 - - 697.385 
68. r7406122003 [l'erapung 607.490 604.786 - - 1.212.276 
69. 7406122004 ILamuare 481.802 261.305 - - 743.107 
70. 7406122005 IRambaha 481.802 207.350 94.800 - 783.952 
71. 7406132001 Langkema 544.646 144.283 - - 688.929 
72. 7406132002 Batuawu 544.646 105.539 - - 650.185 
73. 7406132003 IPongkalaero 544.646 108.462 - - 653.108 
74. 7406132004 Puu Nunu 544.646 206.226 - - 750.872 
75. 7406142002 IBaliara 607.490 249.289 - - 856.779 
76. 7406142003 IR.ahantari 544.646 205.730 - - 750.376 
77. 7406142004 IBaliara Kepulauan 544.646 359.141 94.800 - 998.587 
78. 7406142005 IBaliara Selatan 607.490 155.230 - - 762.720 
79. 7406152001 IMapila 544.646 176.354 - - 721.000 
80. 7406152002 Wuinbulasa 544.646 155.243 - - 699.889 
81. 7406152003 Sangia Makmur 544.646 166.796 - - 711.442 
82. 7406152004 IEemokolo 544.646 193.553 - - 738.199 
83. 7406152005 rredubara 544.646 185.822 - - 730.468 
84. 7406152006 ILarolanu 481.802 202.354 - - 684.156 
85. 7406162001 ILamonggi 544.646 210.126 - - 754.772 
86. 7406162002 Tarigkeno 544.646 213.438 - - 758.084 
87. 7406162003 Lengora 544.646 193.846 - 204.600 943.092 
88. 7406162004 Enario 481.802 219.174 - - 700.976 
89. 7406162005 IUlungkura 544.646 188.121 - - 732.767 
90. 7406162006 ILerigora Selatan 544.646 123.478 - - 668.124 
91. 7406162007 ILerigora Pantai 544.646 346.355 94.800 - 985.801 
92. 7406172001 Masaloka 544.646 133.825 - 204.600 883.071 
93. 7406172002 Batulamburi 544.646 122.495 - - 667.141 
94. 7406172003 Masaloka Selatan 544.646 172.347 - - 716.993 
95. 7406172004 Masaloka Timur 544.646 172.756 - 204.600 922.002 
96. 7406172005 IMasaloka Barat 481.802 133.674 - - 615.476 
97. 7406182004 Tapuhahi 607.490 155.465 - 204.600 967.555 
98. 7406182005 ... ampata 544.646 160.495 - - 705.141 
99. 7406192001 Mulaeno 544.646 172.440 - - 717.086 
100. 7406192002 Leboea 544.646 273.023 - - 817.669 
101. 7406192003 Proia 544.646 140.214 - - 684.860 
102 . . 7406192004 Poleondro 544.646 195.854 - - 740.500 
103. 7406202001 Tontonunu 544.646 172.943 - - 717.589 
104. 7406202002 Tongkoseng 607.490 345.634 - - 953.124 
105. r,406202003 Tetehaka 544.646 228.656 - - 773.302 
106. 7406202004 Watu Melomba 544.646 265.984 - - 810.630 
107. 7406202005 Puu Wonua 544.646 317.520 - - 862.166 
108. 7406212001 Lombakasi 544.646 182.467 - - 727.113 
109. '7406212002 Laritrui 544.646 214.227 - 204.600 963.473 
110. 7406212003 Langkowala 544.646 252.429 - - 797.075 
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ll 1. 7406212004 Pasare Apua 544.646 276.134 • - - 820.780 
L 12. 7406212005 Anugerah 544.646 230.359 - - 775.005 
L 13. 7406212007 Kalaero 544.646 124.904 - - 669.550 
L 14. 7406212008 Tina Bite 544.646 395.566 - 204.600 1.144.812 
L 15. 7406212009 Rarongkeu 544.646 276.318 - - 820.964 
L 16. 7406212010 Watu-Watu 544.646 319.996 - - 864.642 
117. 7406222001 Kolombi Matausu 481.802 229.113 - - 710.915 
118. 7406222002 Morengke 481.802 222.808 - - 704.610 
119. 7406222003 Wia-Wia 481.802 150.033 - - 631.835 
l20. 7406222004 Lamuru 544.646 225.350 - - 769.996 
l21. 7406222005 To tole 481.802 228.366 - - 710.168 

JUMLAH (Rp.) 95.427.677 
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